
Mengingat : l. Undang-Undang Nomor L3 Tahun 1950 tcntang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupatcn DaJam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republlk Indonesia 
Tahun l 950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmcrinlahan Da1·rah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Menimbang : a. bahwa bcrdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan 
Pernerintah Nornor 60 Tahun 20 L4 tentang Dana Desa yang 
Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara 
sebagaimana telan dlubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun '2016 tentang 
Perubahan Kedua A\as Pcraturan Pcrnerintah Nomor 60 
Tahun 2014 ten Lang Dana Desa yang Bers umber dari 
Anggru:an Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan 
bahwa Bupati/Walilcol.a dapat membuat pedoman teknis 
kegiaian yang didnnai dari Dana Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud 
dalam huruf a, pcrlu menetapkan Pcraturan Bupati tcntang 
Pedoman Teknis Penggunaan Dana Oesa di Kabupaten 
Pcmalang Tahun ~020. 

BUPATI PEM1\LANG, 

OENOAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN TEKNIS PlsNGGUNAAN DANA DESA 

DI KABUPATEN PEMALANO TAHUN 2020 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI PEMALANG 

NOMOR I, TAHUN 2020 

BUPATI PEMALANG 

PROVJNSI ,JAIVA TENGAH 



Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Arae Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah 
[Lernoaran Negara Republik Indonesia 1'abun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lcmhuran Negara Republik Indonesia Nomor 
So 79); 

4. Peraturan Pcmerin ah Nomor 32 Tahun 1950 centang 
Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950; 

5. Peraturan Pemerincah Nomor 43 Tahun 20 M ten tang 
Perauiran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Dcsa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), scbagaimana telah diubah 
beberapa kt:,ili terakhir dengan Peraturan Pcmerintah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemeriruah Nornor 43 Tahun 2014 tentang 
Pera tu ran Pclaksar "" n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
20 t 4 tentang Dess [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor -I I. Tumbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 6321); 

6. Peraturan Pemerintan Nnmor 60 'Tanun 2014 ten tong Dana 
Dcsa YEUlg Bcrsumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Nega,-a [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, 'Tambehan Lernbaran Negara Rcpublik 
lndonesia Nomor 5558). sebagairnana telah diubah beberapa 
kali terakhir dcngan Pcraruran Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Pcraturan Pemerinlah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber 
dari Anggaran Pcnclapatan dan Belanja Negara (Lcmbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
586q); 

7. Peraruran Pemcrintab. Non>.or l2 'l's.bun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerab u ... embaran Negar(l Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndonesia 
Nomur 6322); 

8. Peraturan Presiden Rcpublik Indonesia Nomor 78 Tahun 
2019 ten tang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belania 
Negara Tahun Anggaran '2020 [Lcmoaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 ICJ xomor 220); 

9. Peraturan Menteri Ovbut1 Negeri Nomor 114 Tahu.n 2014 
tencang Pedoman Pembangunan Dcsa (Bcrit.o Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

, 



10. Peraturan Menteri Dalwn Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
ten tang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1037); 

11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Bcrita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 I); 

12. Peraturan Menteri Dew. Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Noinor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan 
Prioriras Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); 

13. Peraturan Menteri Kcuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 
tentang Pengclolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahuo 2019 Nomor 1700); 

l 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah 
(Lcmbaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 
13), scbaga.imana tclah diubah dengan Pcraturan Daerah 
Kabupaten Pemalnng Nomor 6 Tahun 20 IO tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 
Nomor 13 Tahuo 20{)7 tentang Pokok-Pckok Pcngelolaan 
Kcuangan Daerah 1Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 
Tahun 20 IO Nomor 6t; 

15. Peraruren Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 
2015 ,entang Penetapan Desa [Lernbaran Daerah Kabupatcn 
Pemalang Tahun 2015 Nomor 5. Tambahan Lernbaran 
Daerah Kabupatcn Pemnlang Nomor 5); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 
2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupalen Pcmalang 
Tahun 2015 Nomor \2. Tambahan Lcmbaran Daerah 
Kabupaten Pernalang Nomor 12); 

17. Peraruran Daerah Kabupaten PernaJang Nomor J Tahun 
2016 Len tang Perencanaan Pcmbangunan Desa (Lembaran 
Dacrah Kabucaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 31; 

18. Pcraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Pcmalang Tahun 2016-2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12); 

19. Peraturan Daerah Kabupatcn Pemalang Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Anggwon Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pemalang Tahun 2019 Norn or 15. Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupa\cn Pemalang Nomor 15); 

20. Peraiuran Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 ientang 
Daftar Kewcnangan Desa berdasar Hale Asal-Usu! dan 
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P»saJ 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
J. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pernalang. 
2. Bupati adalah Bupati Pemalang. 
3. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pemalang. 
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukurn yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan rnengurus urusan pemerintahan, 
kcpcnungan rnasyarakat seternpat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/atau hak tradtsional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelcnggaraan urusan pernerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempai c1aJam sistcm pemerintahan Negara 
Kesaruan Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Dcsa dibantu Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pcmerintahan Desa. 

7, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang sclanjutnya disingkat 
AP8N adalah rencana keuangan tahunan Pemcrintahan Pusat yang 
ditetapkan dengan Undang-Undang. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan rahunan daerah yang clitetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

9. Anggaran Pendapatan dan 8elanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, 
adalan rencana keuangan tahunan Pernerintahan Oesa. 

BAB! 
KETEITTUAN UMUM 

PE:RATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNLS 
PE:NGGUNMN DANA DESA DI KABUPATEN PEMALANG 
TAHUN 2020. 

Menetapkan : 

ME:MUTUSKAN: 

Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalaog 
(Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17); 

21. Pcraturan Bupati Pernalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dess [Berita Oaerah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38), sebagaimana 
telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Peraturan 
Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 ten tang Perubahan 
Kedua Atas Pcraturon 13upati Pemalang Nomor 38 Tahun 
2018 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Desa (Serita 
Daerah Kabupaten Pernalang Tahun 2019 Nomor 97); 

22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 
Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 5); 
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10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya clising)<at RKUD adalah 
rekening t.empat penyimpanan uang daerah yang dttenrukan oleh Bupati 
untuk menampung scluruh penerimaan daerah dan digunakan unruk 
membayar scluruh pcngcluaran daerab pada bank yang ditetapkan. 

I J. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening 
tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seturuh pengeluaran 
Desa dalam l (satu) rekening pada bank yang ditetapkan. 

12. Rencana Pemhangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya 
discbut RPJM Desa adalah rcncana kcgiatan pcrnhangunan Dcsa unruk 
jangka waktu 6 (enam) tabun. 

13. Rcncana Kcrja Pcmerintah Desu, yang se\anjutnya disebut RKP Desa 
adalab penjabaran dati Rencann Pembangunan Jangka Menengah Desa 
untuk jangka waktu J /satu) tahun. 

14. Dana Oesa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang dipenmtukkan bagi Desa yang ditransfcr rnelalui 
Anggaran Pcndapatan dan Behmja Daerah Kabupaten dan digunakan 
untuk mernbiayai penyetenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 
masyarakat. 

15. Sisa 1..ebih Perhitungan Anggaran yang sclanjutnya disingkat SiLPA 
adalah selisih lebih realisasi pcncrimaan dan pengeluaran anggaran 
selama saru periode anggaran. 

16. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat 
marginal/ mi skin yang bersifai prnduktif berdasarkan pemanfaatan 
sumbcr days alam, tcnaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka 
mcngurangi kerniskinan, meningkarkan pendapatan dan menurunkan 
angka stunting. 

17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya 
disingkat i'KPKD adalah Kepala Desa yang karcna jabatannya 
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan Desa. 

18. Pclaksana Pengelolaan Keuangan Oesa yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalab Perangkat Desa yang mclaksanakan pengelolaan keuangan Desa 
berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagiao 
kekuasaan PKPKO. 

19. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang 
rnembantu kasi/kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan 
barang/jasa yang karena sifat dan jcnisnya tidak dapat di.laksanakan 
sendiri oleh kasi/kaur. 

'.20. Tim Pcmeriksa Hasil Pekcrjaan yatlg selanjutnya disingkat TPHP adalab 
Tim yang bcrtugas memeriksa administrasi basil pekeriaon pengadaan 
barang/ jasa. 
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Pasal 7 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pecloman Teknis Penggunaan Dana Desa di 
Kabupaten Pemalang Tahun 2020 scbagairnana tercanrum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Penggunaan Dana Desa untuk prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2) mengacu pada RPJM Desa dun RKP Desa yang dituangkan dalam APB 
Desa. 

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi 
afinnasi untuk kegiat.an penanggulangan kemiskinan. 

l'asal 5 

( LI Dana Dcsa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pcmbinaan kernasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat. 

(2) Dana Oesa sebagaimana dimaksud pada ayat (!) diprioritaskan untuk 
membiayai pclaksanaan program dan kegiatan berskala tokal desa bidang 
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, 

(3) Pcnggunaan bidang pembangunan setinggi tingginya 75 % dan untuk 
bidang pemberdayaan paling sedikit 25 % dari total Dana Dcsa. 

(4) Dana. Desa digunakan untuk pe nanggulangan kerniskinan paling sedikit 
15 % dari pagu, 

Pasal4 

Dana Desa digunakan un tuk mendanai pclaksanaan kewenangan berdasarkan 
hak asal usul dan kewcoangan lokal ber skala Desa yang diatur dan diurus 
oleh Desa, 

Pasal 3 

BAD 111 
PENGELOLAAN DANA DESA 

Dana Desa diketola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta 
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai ketentuan perundang .. 
undangan. 

BAB II 
ASAS PENGEL<JI.AAN DANA DESA 
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Pasal LO 

{I) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 9 a.yat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai 
pelaksanaan program dan kegiaran di bidang pelayanan sosial dasar yang 
berdampak Iangsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, 

(21 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayal (2) huruf b diutamakan uatuk: 
a. mernbiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kcgiatan; 
b. mcnciptakan lapangan kcrja y~ng berkelanjutan; 
c. mcningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan 
d. meningkatkan pendapatan asli Desa. 

(3) Penanggulangan kemiskinan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 9 ayot 
(2) huruf c diutamakan untuk: 
a. tnela.kukan verifikasi dao validasi pemutakhira.n data kemiskinan; 
b. membiayai program penanggulangan kemiskinan berdasarkan data 

kemiskinan; 
c. melakukan kegiatan aksclcrasi ekonomi ketuarga dan padat karya 

tunai unruk menyediakan lapangan kerja: 

PasaJ 9 

(]) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk rnembiayai pelaksanaan 
program dan kegiatan di bidang Pcmbangunan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa. 

(2) Prioritas pcnggunaan Dana Desa sebagairnana dimaksud pada ayat \l) 
harus memberi.kan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa 
berupa: 
a. peningkatan kualitas hidup; 
b. peningkatan kesejahteraan; 
c. pcnanggulangan kemiskinan; dan 
d. peningkatan pelayanan publik. 

PasEtl 8 
(I) Mekanisme penetapan pnontas pcnggunaan Dana Dcsa adalah bagian 

dari perencanaan Pcmbangunan Desa yang tidak terpisahkan dari 
Prioritas Pembangunan NasionaJ. 

(2) Pcnggunaan Dana Desa uruuk kegiatan pembangunan Desa bcrsifat 
padat karya tunai. 

\3) Padat karya tunai sebagairnana dimaksud pada ayat (2\ dari kcgiatan 
pembangunao, untuk upah dibayarkan tangeung tunai 
[harianj' mingguan) kcpada masyarakat yang terlibat dalam rangka 
mcmpcrkuat daya beli, meningkatkan pcrtumbuhan ckonorni dan 
kesejahteraan masyarakat di Desa. 

Bagian Kcsatu 
Umum 

BAB rv 
PRIORITAS PENGGUNMN DANA DESA 
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Pasal 11 

(1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalarn pasal 10 
ayat (I) mcliputi: 
a. oengadean, pembangunan, pengembangan, serta perneliharaan 

sarana dan prasaraaa oaaar untuk pcmenuhan kebutuhan: 
l. lingkungan pemukiman; 
2. transportasi: 
3. energi; 
4. infonnasi dan komunikasi: dan 
5. sosial. 

b. pengadaan, pcmbangunan, pengembangan, serte pemeliharaan 
sarana dan prasamna pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, 
pemulihan serta peningkatan kuatitas: 
l. kesehatan dan gizi masyarakat; dan 
2. pcndidikan dan kcbudayaan. 

c. pengadaan, pembangunan, pcngembangan, serta perneliharaan 
sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi: 
I. usaha budidaya pertanian (on farm/o}J fannl dan/atau 

perikanan untuk ketaheoan pangan; 
2. usaha industri ked1 dan I arau industri rumahan, dan pengoJahan 

pasca panen; 
3. usaha ekonomi budidaya pcrtanian (on fan11/ofl farm) dan/atau 

perikanan berskala prodtaktif meliputi aspek produkai, distribusi 
dan pemasaran yang difokuskan pada pernbentukan dan 
pengcmbangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan 
kawasan pc::rdesaan; dan 

4. ketersediaan lumbung pangan. 
d. pengadaan, pembangunan. ocngembanga n, serta pem.eliharaan 

sarana dan prasarana lingkungan alam untuk: 
I. kesiapsiagaan mcngbada pi bcncana alam; 
2. penanganan bencana alam; dan 
3. pelestarian lingkungan hidup. 

e. pengadaan, pembangunan. pengembangan, -~1"1.li pemcliharaan 
sarena dan prasarana lingkungan sosial untuk: 

I. konflik sosial: dan 
2. bencana scsiet. 

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan perncliharaan, sarana dan 
prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dilakukan sesuai 
dengan kewenangan Desa dan dipuruskan melalui Musyawarah Desa. 

d. menyedia.kan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang 
mcnganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan 

e, mclakukan pencegahan kekurangan gizi kronia, stunting, risiko 
kcmatian ibu melahirkan dan risrko kematian bayi lahir. 

(4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalarn pasal 9 
ayat (2) huruf d diutamakan .mt uk membiayai pelaksanaan program 
bidang kesehatan, pcndidikan dun sosial. 
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Pa.al 14 

(I) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Dcsa scbagairnana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat ('II. yaitu: 
a. perbaikan gizi untuk pencega han kekurangan gizi kronis dan 

stunting; 
b. pcningkatan pola hidup bersih dan sehat; 
c. penccgahan kematian ibu melahirkan dan anak; dan 
d. pencegahan penyakit menular dan pcnyakit tidak menular. 

(2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan da.n kebudayaan di 
Desa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 10 ayat (4), paling sedikit 
rncliputi: 
a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini {PAUD); 
b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekotah, putus sekolah 

karena ketidakmampuan ekonorni; dan 
c. pcngembangan kebudayaan Dcsa sesuai dengan kearifan lokal. 

Pasal 13 

( l) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai 
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dilakukan sccara 
swakelola oleh Desa dengan mcndayagunakan sumber daya alarn, 
teknclogi tepat guna, inovasi dan surnber daya manusia di Desa, 

(2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 
( l) dilakukan dengan cars: 
a. mernanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa; 
b, merungkatkan pendapatan masyarakal Desa mclalui pcrnbayaran 

upah yang dilakukan sccara harian atau mingguan; dan 
c. menciptakan lapangan kerja. 

(3) Pelaksanaan kegiatan padat karya umai sebagaimaoa dimaksud pada 
ayat (1) tidak dikerjal<an pada saat musim panen. 

Pasal l2 

(I) Pelaksanaan program yang bersifat Iintas kegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi: 
a. pengembangan produk unggulen Desa dan/aiau produk unggulan 

kawasan perdesaan; 
b. pembangunan dan pcngcmbangan embung dan/atau penampungan 

air kecil lainnya; 
c, pcmbangunan dan pcngcmbangan sarana prasarana olahraga Desa; 

dan 
d. pernbentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau 

Sadan Usaha Milik Desa Bersama. 
(2) Pelaksanaan program yang bersirat lin1as kegia.larl sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat menjadi 
layanan usaha yang dikclola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan 
Usaba Milik Dcsa Bcrsama. 

(3) Program peningkatan kesejahtcraan rnasyarakat selain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2l dilakukan scsuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan melalui Musyawarah Desa, 
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Pasal LS 

Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat 
perkembangan kemajuan Desa 
a. Bidang Pembangunan Desa: 

J. Oesa TertinggaJ darr/atau Des" Sangat Tcrtinggal mcmprioritaskan 
kegiatan pernbangunan Desa p;,da: 
a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

infrastruktur dasar; dan 
b) pembangunan, pengembangnn dan pemeliharaan infrastruktur 

ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan 
pemasaran yang diarahkan pada upaya pcm bentukan usaha 
ekonomi pertanian dan/atAu perikanan berskala produktif, usaha 
ekonomi pertanian dan/ atau pcrikanan untuk kctahanan pangan 
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan 
dan pengernbangan produk unggulan Desa dan/ar.au produk 
unggulan kawasan perdesaan. 

2. Oesa herkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada: 
a) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; 

dan 
b) pengadaan sarana prasarans produksi, distribusi dan pemasaran. 

3. Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung: 
a) penguatan usaha ekonomi pcrtanian dan/ atau perikanan berskala 

produktif; 
b} usaha ckonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi 

lainnya; 
c) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang 

diarahkan pada upaya mendukung pemcnuhan akses rnasyarakat 
Ocsa tcrhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan 

d) pengembangan dan perneliharaan Infraeeruktur dasar. 

4, Desa Maju dao/atau Desa Mandiri memprioritaskan kcgiatan 
pembangunan pada: 
a) pembangunan, pengernbangan dan pemeliharaan infrastruktur 

ckcnomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan 
pemasaran untuk mendukung perluasan/ ekspansi usaha ekonomi 
pertanian dan/ a tau pcrikanan berskala produktif, usaha ekonomi 
untuk ket.ahanan pangan dan useha ekonomi lainnya yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengernbangan produk 
unggulan Desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan; 

b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta 
pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang 
diarahkan pada upaya mcndukung peningkatan kualitas 
pemenuhan akses masyamkat Desa terhadap pelayanan sosial 
dasar dan lingkungan; dan 

c) pengcrnbangan dan pemeliharaan Infrastruktur daser. 

(3) PeningJ<atan pelayanan publik lndang sosial di Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok 
masyarakat rcntan mcliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga 
masyarakat bcrkcbutuhan khusus. 
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b. Bidang Pernberdayaan Masyarakai Desa 
l. Desa Tertinggal dan/atau Dcsa Sanga, Tertinggal memprioritaskan 

kegiaU:Ln pemberdayaan masyarakat Desa uncuk menlngkatkan 
kesejahteraan ekonomi masyarakal, Desa yang meliputi: 

a) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama mclalui 
penyertaan modal, pcngclolaan produksi, distribusi dan 
pernasaran bagi usaha eknnomi pertanian berskala produktif dan 
usaha ekonomi lainnya yang difokuska.n kepada pcmbcntukan 
dan pengernbangan produk unggulan Desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan; 

b) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau tembaga 
ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses perrnodalan yang 
dikelola BUMDesa danyatau BUMDesa Bersama, pengelolaan 
produksi, disrribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi 
perranian berskaJa produktif dan usaha ekonomi lainnya yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan Desa dan/atau procluk unggulsn kawasan perdcsaan: 

c) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumbcr 
daya alam dan penerapan tcknologi tepal guna; dan 

d) pembukaan Iapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup 
bagi masyarakat Desa secara berkelaniuran. 

2. Desa Berkemba.ng mernprior-rraskan kegiaian pernberdayaan 
masyarakat Desa untuk menmgkatkan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat Desa yang meliputi: 
a) penguatan BUMDesa dari/atau BUMDcsa Bersama mclalui 

penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan 
pemasaran ba.gi. us.aha ekoncmi pertauian berskala produktif dart 
usaha ekonomi lainnya yang clifokuskan kcpada pembentukan 
dan pengembangan produk anggulan Desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdcsaan: 

b) penguacan usaha ekononn warga/kelompok dan/atau lembaga 
ekonomi maeyarakat Desa \ainnya mela!ui ekees permodalan yang 
dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan 
produksi, distribusi dan pernusaran bagi usaba ckonomi pertanian 
berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan 
kcpada pembentukan dan pengemba.ngan produk unggulan Oesa 
dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan; 

c) penguatan clan pengcrnbangan usaha ekonomi melalui 
pendayaguoaan sumber daya alam dan penerapan teknologi 
tepat guna; 

d) peningkatan kualitas dun kuantiras tenaga kerja terampil dan 
pembentukan wlrausahawan di Desa; dan 

e) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan 
hidup masyarakat Desa secara berkclanjutan. 

3. Desa Maju dan/atau Dcsa Mandiri mcmprioritaskan kegiatan 
pernberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi maayarakat Desa yhng rneliputi: 
a) perluasan usaha BUMDc:sa dan/atau BUMDesa Bersama melalui 

penyert.aan modal, pengelolaa.n produksi, distribusi den 

I I 



AJokasi Aflrmasi adalah alokasi yang dihitung dcngan mcmperhatikan status 
Desa TertinggaJ dan Dcsa Sangat Te11 inggaJ, yang memiliki jumlah penduduk 
miskin tinggi. Desa yang mcndapatkan Alokasi Afirmasi wajib 
mempergunakan Alokasi Afirmasl trntuk kegiatan penanggulangan 
kemiskinan, 
Kegiatan penanggulangan kermskian yang be.rsumber dari Alokasi Afirmasi 
antara lain; 
l. pelatihan keahlian dan kctrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan 

keahlian untuk mcngembaogkan usaha secara mandiri bagi warga miskin; 
2. pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasl, 

analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan 
kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga 
pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin; 

3. mernbangun prasarana pela.tihan usaha dan keahlian kerja bagi warga 
mis kin; 

4. membangun prasarana produksi bersarna, untuk produk dan komoditas 
unggulan Desa: 

5. mengembangkan scntra produksi dan pemasaran hasil warga mis.kin; 

Pasal 16 

BABY 
ALOKASI AF'IRMASI 

pemasaran bagi usaha ekonorni pertanian berskala produktif dan 
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pcmbentukan 
dan pcngcmbangan produk unggulan Desa dan/ atau produk 
unggulan kawasan perdesaan; 

b) perluasan usaha ekonomi warga/kelornpok dan/atau lembaga 
ckonorni masyarakat Dcsa lainnya melalui akses permodaJan yang 
dikelola BUMDesa dan/atau BUMDcsa Bersama, pengelolaan 
produksi, distribusi dan pernasaran bagi usaha ekonomi pertanian 
berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang dilokuskan 
kcpada pembentukan dan pcngcmbangan produk unggulan Desa 
dan/ a tau produk unggulan kawasan perdesaan; 

c) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber 
daya alam dan penerapan tcknologi tcpat guna; 

d) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan 
e) perluasan/ ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan 

hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan. 

4. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkcmbang, Desa 
Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasnas dan kapabilitas 
masyarakat Desa yang mcliputi: 
•I pengelolaan secara partisrpatif kegiatan pelayanan sosial dasar di 

bidang pendidikan. kesehatan, pemberdayaan warga miskin, 
pemberdayaan perempuan dan anak; dan 

b) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat 
Desa penyandang disabilitas. 

12 



pad a 
dan 

Dokurnentasi (PPID) 
Daerah Tertinggal 

Pasal 19 

(I) Masyara.kat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas 
penggunaan Dana Desa. 

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan cara: 
a. menyampaikan pcngaduan masalan penetapan prioritas penggunaan 

Dana Desa; 
b. melakukan pendampingan Dcsa dalam menetapkan prioritas 

peoggunaan Dana Desa sesuai dcngan ketentuan peraturan 
perundang-undangan: clan/ ntau 

c. melakukan publikasi penerapan prioritas pcnggunaan Dana Desa. 
(3) Pengaduan scbagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dapat 

dilakukan melalui: 
a. Badan Permusyawaratan Desa; dan 
b. Pejabat Pengelola lnformasi dan 

Kementerian Dcsa, Pembangunan 
Transmigrasi. 

Bi\.B VIII 
PAR1'1SIPASI MASYARAKAT 

Pasal 18 

Ketentuan mcngcnai Tata Cara Penyaluran Dana Desa bcrpedoman pada 
ketentuan Pasat 10 Peraruran Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Tata Cara Pembagian dan Pcnctapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di 
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020. 

BAB VII 
PENYALURAJII DANA DESA 

Pasal 17 

Atokast kinerja adalah alokasi yang clihitung sebanyak IOOA. (sepuluh persenl 
dari jumlah Desa, yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan 
pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian pengeluaran 
Dana Desa dan capaian hasil pembangunan Desa. 

BAB VI 
ALOKASI KINERJA 

6. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasaJ dari 
warga miskin; 

7. memfastlltasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa 
komoditas, produksi dan tcnaga kerja terampiJ Desa yang berasal dari 
warga mi skin; 

8. mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi 
pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas 
masyarakat miskin, scntra produksi dan pema.&aran produk serta 
kornoditas seba.gai hasil pengernbangan oleh warga miskin; dan 

9. kegiatan penanggulangan kerruskinan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalarn rnusyawarah Desa, 
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Pasal 22 

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan cvaluasi atas sisa Dana Dcsa di RKD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (!) ditcmukan sisa Dana Desa di 
RKD, Bupati: 

BAB X 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pusal 21 

( 1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD 
dan capaian Dana Desa. 

(2) Bupati dalam melaksanakan pcmantauan dan evaluasl sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) rncmbcnluk Tim Fasilitasi Dana Dese yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Tim Fasilitasi Dana Desa ungkat Kecamatan ditetapkan dcngan 
Keputusan Camat, 

(4) Hasil pemantauan dan evaluasl sebagairnana dirnaksud pada ayat {4) 
menjadi dasar penyernpurnaan kebijakan dan perbaikan pcngclolaan 
Dana Desa. 

(5) Masyarakat Desa berhak mclakukan pemantauan terhadap pelaksanaan 
pcmbangunan desa, 

(6) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Dcsa dilakukan pada 
tahapan pcrencanaan pembangunsn Desa dan rahapan pelaksanaan 
pembangunan Desa. 

(I) Kepala Desa menyampaikan laporau realisasi penycrapan dan capaian 
ketuaran Dana Desa setiap tahap penyaturan kepada Bupati. 

(2) Laporan realisasi pcnycrapan dan capaian keluaran Dana Desa 
scbagaimana dimaksud pada ayat (I\ terdiri atas: 
a. laporan realisasi penyerapan dan eapaian keluaran Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan 
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Dcsa sarnpai 

dengan tahap n. 

PasaJ 20 

BAfllX 
PEL,\PORAN 

(4) Penanganan pengaduan sebagmmana dimaksud pada ayat (3) dapat 
diselesaikan dengan cara: 
a. musyawarah yang clifasilitas) o\ch Badan Permusyawaratan Desa; dan 
b. bcrjcnjang mulai dari: 

1. pemerintah desa; 
2. pcrnerintah dacrah kabupaten; 
3. pemerintah daerah previnsi; dan 
4. pcmeri.ntah. 

(5) Penanganan pengaduan sebagairnana dimaksud pada ayat (4) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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' SRI SUBYA TO, SH, MS.i 
p., bina 

NIP. 19650 8 l 99203 l 006 

Sali.ruul sesuai dengan aslinya 
KE:PALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUP TEN PEMALANG 

SERITA DAERAH KABUPA'l'E:N PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR l l 

MOHAMAD ARIFlN 

Cap 
ttd 

SEKRE'l'ARlS DAERAH 
KABUPATEN PEMALANG, 

Diundangkan di Pernalang 
pada tangget 3 Maret 2020 

JUNAEDI 

Cap 
ttd 

Ditetapkan di Pernalang 
pada tanggal 3 Maret 2020 

BUPATI PEMALANG, 

BABXI 
PENUTUP 

Pasal 23 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ianggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Belita Daerah Kabupaten Pemalang. 

a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa ill RKD 
tersebut; dan/ atau 

b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan 
pemeriksaan, 
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2. Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan, 

Ttm Fasilitasi Dana Desa Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan 
Camat dengan susunan sebagai berikut : 

e. Sekretaris 

: Sekretaris Daerah. 
: Asisten Pemerintahan, 
; Kepala Dinas Pemberdayaan Masya.rakat 
dan Pemerintahan Desa. 

: Kepala Bidang Pernerintahan Desa pada 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemertntahan Desa. 

: Perangka t Dae rah terkait. f. Anggota 

b. Pengarah 
c. Penanggungiawab 
d. Ketua 

I. Pengelola Dana Desa Kabupatcn Pemalang terdiri dari: 
1. Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten 

Tim Pasilitasi Dana Desa Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati dengan susunan sebngai berikut: 

a. Penasehat : l) Bupau 
2) Wakil Bupati 

B. PENGELOLA DANA DESA 

I. Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dengan asas: 
a. transparan, semua ketentuan dan lnformasi mcngenai pengelolaan 

Dana Desa bersifat jelas dan dapat diketahui secara Luas olch 
masyarakat; 

b. akuntabel, dapat dtpertanggungiawabkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku: 

c. partisipatif, dengan melibaikan rnasyarakat; 
2. Pengelolaan keuangan Dam, Desa merupakao bagian yang tidak 

terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam 
Peraruran Desa tentang APB Desa. 

A. ASAS-ASAS PENGELOLAAN DANA DESA 

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAA.N DANA DESA 
DI KABUPATEN PEMALANG 

TAHUN2020 

LAMPIRAN I 
PERAWRAN BUPA1'1 PEMALANG 
NOMOR l l TAHUN 2020 
1'E:NTANG PEDOMAN TEKNJS PENOOUNAAN DANA DESA DI KABUPA1'EN 
PEMALANG TAHUN 2020 
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m. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (TPHP). 
Kepala Desa dapat membcntuk Tim Pemeriksa Hasil Pckcrjaan sesuai 
dengan kebutuhan dengan mcmpertimbangkan latar belakang keahlian 
yang dimiliki. 

l. TPHP dibenruk oleh Kepala Desa melalui musyawarah dcsa yang 
dihadiri olch unsur masyarakat desa dan dituangkan dalam berita 
acara; 

2. Pembentukan TPH P sebagnimana dimaksud pada angka I 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa: 

II. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). 
I. TPK dibentuk oleh Kepa)a Desa melalui musyawarah Desa yang 

dihadlri oleh unsur masyarakat Desa dan dituangkan dalam berita 
acara; 

2. Pernbentukan TPK sebagazrnana dimaksud pada angka l (satu} 
ditctapkan dengan Keputusan Kcpala Desa; 

3. TPK scbagaimana dirnaksud pada angka I (satu) berjumlah gasal 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah Desa 
[Kadus], unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur Iainnya, 
dengan susunan sebagai berikut: 
1) Ketua 
2) Sekrei.aris 
3) Anggota 

4. Dalam hal anggota TPK berhalnngan retap make yang bersangkutan 
diberbentikan serta kcdudukannya diganti melalui rnusyawarah 
Desa dan diutarnakan dari unsur yang sama; 

5. TPK dapat dibentuk lebih dari l [satu) sesuai dengan kebutuhan 
Desa. 

3. Pelaksana Kegiatan Dana Dcsa. 
a. Kegiatan Dana Desa clilaksanakan oleh PPKD yang dalam 

melaksanakan tugasnya dapat dibantu olch Tim Pclaksana 
Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kcgiatan pengadaan 
barang/jaso yang karena sifat dan jenisnya tidak dapai 
dilakukan sendiri. 

b. untuk pckcrjaan yang dilaksanakan melalui swakelola, ditunjuk 
I (satu) orang penanggunro<1wab teknis pelaksanaan pekerjaan, 

yang dianggap mampu atau mengetahui teknis 
kegiat:an/ pekerjaan, serta dapat di ban tu oleh personil yang 
ditunjuk da ri dinas teknis terkait dan I atau pckerja (tenaga 
tukang dan/atau mandor). 

: Camat. 
: Sekretaris Kecamatan. 
: Kcpala Seksi Pemberdayaan Masyaraka~ 

Dcsa, 
: disesuaikan dengan kcbutuhan. d. Anggota 

a. Ketua 
b. Wakil Ketua 
c. Sekretaris 



2. Tim Fasilitasi Dana Deso Kecamatan mcmpunyai tugas : 
a. memberikan inforrnasi Dana Desa kepada seluruh Desa di 

wilayah Kecamatan masing-masing; 
b. membcrikan birnbingnn kcpada PPKD dala.m penyusunan 

Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan berpedoman pada 
RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa; 

c. memberikan Fasilitasi kcpada PPKD dalam mempersiapkao 
dokumcn dan ketengkapan administrasi penyaluran dan 
pencairan Dana Desa; 

3. TPHP sebagaimana dimaksud pada angka J [satu] berjumlah gasal 
sckurang-kurangnya 3 (tiga} orang antara lain dari unsur LPMD, 
unsur Tenaga Pendamping Profeeional, perang.kat daerah te.rkait 
dan unsur masyarakat yang mcnguasai bidang yang diperiksa, 
dengan susunan sebagai berikut: 
I) Kerua 
2) Sekretaris 
3) Anggota 

4. Dalam ha! anggota TPHP berhalangan tetap maka yang 
bersangkutan diberhendkan serta kedudukannya diga:nci melalui 
musyawarah desa dan diutarnakan dari unsur yang sama. 

5. TPHP dapat dibentuk lebih dari l (saiu) sesuai dengan kebutuhan 
Oesa. 

6. Dalam ha! pemeriksaan bersama Tenaga Pendamping Profesional 
[TPP) infrastruktur maim hasilnya berupa dokurnen sertifikasi, 
sedangkan kegiatan non infrastruktur berupa dokumen berita 
acara hasil kegiatan. 

IV. Togas Pengelola Dana Desa. 
I. Tim F'asilitasi Dana Desa Kabupaten mempunya.i tugas : 

a. menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis 
Penggunaan Dana Dcsa di Kabupatcn Pemaiang Tahun 2020; 

b. rnelaksanakan sosialisasi kcgiatan Dana Desa: 
c. mcnctapkan Prioritas Penggunaan dan Besaran Dana Desa setiap 

Dcsa di Kabupaten Pemalang Tahun 2020; 
d. rnerekomcndasikan penyaJuran Dana Desa kcpada Kepala KPPN 

selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; 
e. melaksanakan kegiaran pembinaan, monitoring dan evaluasi 

pela.ksanaan Dana Desa bersarna dengan Tim Fasilitasi Dana 
Desa Kecamatan; 

f. memberikan supervisi kepada Desa; 
g. memfasilitasi pengaduan rnasyarakat dan mengoordinasikan 

dengan lnspektorat; 
h. mclaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana 

Desa kcpada Bupati Pemalang rnelalui Sekretaris Daerah 
Kabupatcn Pernalang; can 

,. memverifikasi ulang dnkumen pemyataan pcrmohonan 
penyeturen Dana Desa. 
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d. memverifikasi dokurnen persyaratan usuJan penyaluran Dana 
Desa sesuai dcngan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 
2020; 

e. merekomendasikan usulan penyaluran Dana Desa dari Desa 
kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pernerintahan Desa; 

f. melaksanakan pernbinaan, pernantauan dan evaluasi 
penggunaan Dana Desa kepada PPKD; 

g. membantu rnenyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat 
Desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Dana Desa 
Kabupaten; dan 

h. meneruskan laporan reahsasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Desa setiap tahap baik flsik maupun keuangan kcpada 
Bupat.i Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
f'cmcrintahan Desa. 

3. PPKD scbagai pelaksana kegiaran mempunyai tugas : 
a. menyusun dan rnemperaiapkan dokumcn dan adm\n\strasi 

penyaluran dan pencairan Dana Desa; 
b, menyusun dan menetnpkan rencana pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa yang metipuu spesifikasi teknis serta Rencana 
Anggaran dan Belanja; 

c. rnelaksanakan pekerjaan/kcgiatan yang didanai Dana Desa 
sebagaimana tertuang dalarn Rcncana Pcnggunaan Dana; 

d. menandatangani Kuitansi/Surat Pcrintah Kerja (SPK)/Surat 
Perjanjian; 

e. melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang/ jasa; 
r. mengendalikan pelaksanaan Surat Perintah Kerja ($PK)/Surat 

Perjanjian; 
g. melaporkan kemajuan pekerjaan t.ermasuk pcnyerapan anggaran 

dan hambatan pelakeanaan pekerjaan kepada Kepala Desa setiap 
buian; 

h. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa. 

4. Tim Pelaksana Kegiatan (TPKI rnempunyai rugas : 
a. melaksanakan pemilihan dan menetapkan penyedia barang/jasa; 
b. melaporkan pclaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa 

kepada Kepala Dcsa lewai PPKD; 
c. mcnyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kcpada Kepala Desa 

lcwat PPKD dengan Serita Acara Penyerahan; dan 
d. menyimpan dan mcnjaga keutuhan scluruh dokumen 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 
5. Tim Pcmeriksa Hasil Pckcrjaan (TPHP) mempunyai tugas : 

a. melakukan pcmeriksaan ketengkapan adrninistrasi pcngadaan 
barangj'jasa, 

b. melakukan perneriksaan hasil pekerjaan pcngadaa.n barang/jasa 
scsuai dengan ketentusn yang tereantum dalam surat 
perjanjian/Surat Perintah Kerja (yang mencakup kesesuaian 
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I. Persyaratan pengajuan Dana Desa dari Desa sebagai berikut : 
a. Tahap I (satu) 40% 

I. Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I [satu]. 
Surat permohonan penyaluran Dana Dcsa ditandatangani oleh 
Kepala Desa ditujukan kepada Kepala KPPN Tega! selaku KPA 
Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa; 

2. Surat Permohonan verifikasi persyaratan penyaluran Dana Desa 
rahap I [satu] ditandatangani oleb Kepala Desa ditujukan kcpada 
Camat; 

3. Fotocopy Peraturan Dcsa ten tang APB Desa yang tclah 
diundangkan; 

4. Rencana Penggunaan Dana yang ditandataoganl oleh Kepala Desa 
dan Sekretaris Desa terdiri dari : 
a. I (satu) tahun • 100 %; 
b. tahap I [satu) 40 %; 
c. tahap II (dua) 40 %; dan 
d. tahap Ill (tiga) 200/o. 

5.Apabila terjadi perubahan jenis kegiatan maka harus dibuat 
Perubahan Rencana Pcnggunaan Dana. Perubahan Rencana 
Penggunaan Dana harus mclalui rnusyawarah desa dengan BPD 
dan dibuatkan Berita Acara Perubahan, selanjumya dituangkan 
dalarn Perubahan APB Desa: 

6. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa atas narna Pemerintah Deea 
yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan pada P'I'. 
Bank Jateng, 3 rangkap; 

7. Lem bar konfirmasi pencrimaan penyaluran Dana Desa yang 
ditandatangani Kepala Desa rangkap 5 (lima) asli I [saru) lembar 
dan bermeterai Rp. 6.000,-; 

8. Melampirkan Pakta lntegritas yang ditandatangani olch Kepala 
Desa bermeterai Rp. 6.000,-; 

9.Surat pernyataan tanggungjawab mudak penggunaan Dana Desa 
tahun 2020 bcrmeterai llp. 6.000,-; 

JO. Surat pernyataan penggunaao Dana Desa Lahap I, U dan III tahun 
2019;dan 

I I. Berita Acara Hasil Vcrifikasi berkas pengajuan permohonan 
penyaluran Dana Desa tahap I {satu) yang ditandatangani oleh 
camat. 

C. l!'lEKANISME PEHGAJ\lAJI 

jenis, spesifikasi teknis, Jumlab/volume/kuantitas, 
mutu/kualitas, waktu dan ternpat penyclcsaian pckcrjaan); 

c. mclakukan pemeriksaan hasi! kegiatan; 
d. membuat dan mendatangani Berita Acara Hasil Pemcriksaan 

Pekerjaan Bersarna dengan PPKD; 
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c. Tahap 111 (tiga) 20% 
I.Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap ill (tiga); 
2. Surat permohonan pcnyaluran Dana Desa ditandac.angani oleh 

Kepala Desa ditujukan kcpada Kepala KPPN Tega! selaku KPA 
Penyaluraa OAK F'isik dau Dana Desa; 

3. Surat Pcrmohonan verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa 
Tahap Ill [tiga] ditandatangani oleh Kepala Oesa ditujukan kepada 
Camat; 

4. Laporan realisasi Dana Desa tahap a (dua) yang menunjukan 
rcalisasi penyerapan rata-rata 90o/o dan capaian k.elua.ran rata-rata 
75%; 

5. Serita Acara Hasil Verifikasi berkas pengajuan permohonan 
pencairan Dana Desa Tahap Ill [tiga] yang ditandatangani oleh 
Camat; 

6. Surat pernyataan Penggunaan Dana Desa tahap U (dua) tahun 
2020; 

7. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun 
anggaran sebelumnya; dan 

8. Sertifikasi dan/atau Berita Acara pemcriksaan hasil kegiatan yang 
ditandatangani Pendarnping Desa da.n diketahui Carnat. 

b. Tahap Il (duaJ 40% 
I.Surat pcnnohonan penyalura.n Dana Dcsa Tahap II (dua). 

Surat permohonan penyaluran Dana Dcsa dilandatangani oleh 
Kepala Desa ditujukan kepada Kepala KPPN Tega! selaku KPA 
Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa; 

2. Surat Permohonan verifikasi persyaratan pcnyaluran Dana Desa 
Tahap IC ditandatangani olch Kepala Desa ditujukan kepada 
Carnat; 

3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 
tahun anggaran sebelumnya; 

4. Laporan rcalisasi penyerapan dan capaiao keluaran Dana Desa 
tahap I (satu) yang menunjukan realisasi penyerapan rata-rata 
50C'I<> dan capaian keluaran rata-rata 35%; 

S. Surat pemyataan Pcnggunaun Dana Desa tahap l [satu] tahun 
2020; 

6. Bcrita Acara Hasil Vrrifikasi berkas pengajuan permohonan 
pcnyaluran Dana Desa Tahap II (dua) yang ditandatangani oleh 
Camat; dan 

7. Sertifikasi dan/ arau Berita Acara perneriksaan hasil kegiatan yang 
ditandatangani Pendamping Dcsa dan dikctahui Camat. 
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Pcnyaluran Dana Desa dibagi menjacli 3 (tiga) tahap : 
I. Tahap I (satu) paling cepat bulan .Januari dan paling lambat bulan Juni 

sebesar 40% (empat puluh persen); 
2. Tahap ti (clua) paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu 

keernpat bulan Agustus sebesar 40% (em pat puluh pcrscn]: dan 
3. Tahap Ill (tiga) paling cepat bulan Juli sebeser 20"/o (dua puluh persen). 

E. WAKTU PERMOHONAN PENYALURAN 

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dcngan tahapan eebagei berikut : 
I. Kepala Desa mengajukan berkas pcrmohonan penyaluran Dana Desa 

kepada Camat; 
2. Carnal sclaku kerua Tim Fasilitasi Oona Desa Kecamatan melakukan 

verifikasi kclengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa; 
3. Setclah dinyatakan memenuhi syarar oleh Tim Fasilitasi Dana Desa 

Kecamatan, Carnal setaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kccamatan 
membuat Surat Rckomcndasi kcpada Bupati Pcmalang Cq. Kcpala 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pcmerintahan Desa selaku Ketua 
Tim l'asilitasi Dana Desa Kabupacen Pemalang dengan melampirkan: 
a. lernbar konfirmasi rangkap 5 (Lima) asli,I (satu) tembar berrneterai 

Rp. 6.000,·; 
b. berita acara hasil verifikasi yang ditandatangani olch Camat selaku 

Ketua Tim Fasditasi Kecamatan: 
c. rencana pcnggunaan dana 

l). I (satu] tahun = 100 %; 
2). tahap I (satu) 40 %; 
3). tahap II (dua) 40 %; dan 
4). tahap l1J (tiga) 20"/•. 
fotocopy Buku Rekening Kas Dcsa (Pf. Bank Jateng), 3 rangkap; 

4. Kepala Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
selaku Kctua 1'im F'asilic.asi Dana .Dcsa Kabupaten menerbitkan surat 
rekomendasi penyaluran Dana Desa kepada Bupati Cq Kepala Badan 
Pcngelolaan Keuangan dan Asct Daerah dengan melampirkan lembar 
konfi.rmasi rangkap 2 (dua) asli, I [satu] lembar bermctcrai Rp. 6.000,·; 

5. Kcpala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama 
Bupati merekomendasi pcnyaJuran Dana Desa ke Kepala KPPN Tegal 
selaku KPA penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa; 

6. PT. Bank Jaleng setelah mcncrima Pemindahbukuan Dana Desa dari 
Rekening Kas Umum Negara mcmindahbukukan ke Rekening Kas 
oesc. 

D. MEKANISME PENYALURAN DANA DESA 
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I. Pernbelianj'pcngadaan barang yang senilai Rp. 1.000.000,- sampai 
dengan Rp. 2.000.000,- hanya dikenakan PPN sebesar 10 %. Seda11g 
untuk pcngadaan barang se-mfa~ d.iat.as Rp. 2.000.000,- dikenai PPN 
sebesar 10 o/o dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 %, bagi penyedia barang 
yang ber NPWP, penyedia barang yang cidak merniliki NPWP dikenakan 
PPh Pasal 22 sebesar 3 % dcngan cara penghitungan sebagai berikut: 

H. PENGENAAN PAJAK DAN BEA METERAI PADA PELAKSANAA!'I 
KEGIATAN DANA DESA 

I. Besaran saruan harga berpedoman pada xepuuisa» Bupati Pemalang 
Nomor 188.4/ 10 l4 /Tahur, 2019 tanggal 29 Oktober 2019 ten tang 
Standar Satuan Barga l(cgiatan, Pcngadaan Barang/ Jasa, 
Pemeliharaan dan Honorarium di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pemalang Tahun 2020. 

2. Dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pengadaan 
barang/ja~. desa melakukan survei harga pasar setempar sekurang­ 
kurangnya di 2 (dua.) iempat (diutamakan di wilayah Kabupaten 
Pemalang), jika harga setempai melebihi ketenruan angka l , Kepala 
Desa dapat rnenctapkan Stander Harga Satuan bcrdasarkan hasil 
survei dan musyawarah desu yang ditetapkan dalam bentuk 
Keputusan Kepala Desa. 

3. Desa dalam menyusun RAB, harus sudah tcrinci dalam uraian 
k.omponen bahan, alat dan upah tenaga kerja termasuk didalamnya 
uraian tenr.ang BOP. 

4. Harga satuan sudah termasuk kornponen pajak. 

G. PENENTUAN BARGA SATUAN 

Biaya operasional Dana Desa paling hanyak 5% (lima perscnl per kcgiatan, 
digunakan an tara lain : 
1. Biaya rapat-rapat melipuu musdes pcrsiapan, musdes 

pertanggungiawaban, musdes serah terima hasil pckcrjaan; 
2. Biaya penyusunan pcrcncanaan rneliputi survei lokasi, su.rvei harga, 

penyusunan desain dan RAB: 
3. Alat culis kantor (ATK); 
4, Biaya pcrjalanan dinas; 
5. Biaya pcnggandaan dan cctak, 
6. Biaya pcngadaan/pembuaUlO Papan lnformasi Dana Desa: 
7. Biaya pengadaan/pembuaLan Papan Proyek/kegiatan; 
8. Biaya pembuacan/pengadaan prusasti (khusus pekerjaan konstruksi]; 
9. Honor TPK; 
10. Honor TPHP. 

F. PENGGUNAA!'I BIAYA OPERASIONAL DANA DESA 

8 



lndikator yang dapat diberfakukan dalam menilai keberhasilan kcgiatan 
Dana Dcsa yaitu : 

J. l!IDIKATOR KEBERHASILAII KEGlATAN DANA DESA 

Untuk kegiatan pcngadaan harangrjasa di desa berpedoman pada 
kctcntuan perundangen yang berlaku. 

I. PEIIGADAAN BARAIIG{JASA 

- PPN 10/110 X Nilru Nominal• X 
- PPh PasaJ 22 : 1,5 % x (Nilai Nominal - XI = Y 
- PPh Pata! 22 : 3 °/o x (Nilai Norninal - X) = Y 

2. Untuk pembayaran pajak mclalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
penyedia barang/toko/Kaur Kcuangan Dcsa; 

Pengenaan pajak berupa honorarium, dikenakan pemotongan PPh 
Pasal 21 sebesar 5 °/o bagi y,.ng memiliki NP\VP, sedangkan yang tidak 
memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 6 1Yo. untuk 
pembayaran paja.k melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPJ Kaur 
Keuangan Desa; 

3. Pengenaan pajak jasa dan scwa pcrlcngkapanf peralatan dikcnakan 
PPh pasal 23 sebesar: 

a. Kurang dari Rp. 1.000.000. - (saru juta rupiah) PPh 2 % bagi yang 
rnerniliki NPWP dan yang lidak rnemiliki NPWP dikcnakan PPh 
sebesar 4 %; dan 

b. Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kcatas dikcnakan PPN 10 % dan 
PPh 2 % atau 4 1Yo. 

4. Pajak dibayar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; 

5. Kaur Kcuangan wajib melaporkan pajak-pajak yang tela.h dibayar 
kepada Kantor Pelayanan Pa-ak Pratama; 

6. Pengenaan bea meterai pada pclaksanaan kegiatan Dana Desa, scsuai 
dengan Peraturan Pcmcrintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarannya Batas 
Pengenaan Ha.rga Nominal ynng dikcnakan bca mctcrai. Ketcntuan be-a 
meterai dalam pengelolaan keuangan desa scbagai bcrikut: 
a. transekei sarnpai denga.n nHm nominal Rp. 250.000,- (dua ratus Jima 

puluh ribu rupiah], tidak clikenakan bea meterai; 
b. transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp. 250.000,- (dua rarus 

lima puJuh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta 
rupiah), dikenakan bca mercrai sebesar Rp. 3.000,- (l.iga ribu 
rupiah); dan 

c. trnnsaksi dengan niJai nonnnaJ lebih dari Rp, 1.000.000,- (saru juts 
rupiah), dikenakan bea mctcrai scbesar Rp. 6.000,- (enaro ribu 
rupiah). 
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l. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengcndalian dan untuk 
mengetahui perkernbangan proses kegiatan Dana Dcsa. 

2. Laporan yang harus disusun oleh Desa yaitu Kepala Desa 
mcnyampaikan laporan sctiap Tahap realisasi penyerapan dan capaian 
kcluaran Dana Desa kepada Bupati Pemalang lewat Camat; 

3. Camat meneruskan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Dcsa sebagaimana dirnaksud angka 2 (dua) kepada Bupati Cq. 
Kepala Dinpcrmasdes Kabupatcn Pcmalang. 

4. Laporan dibuat secara berjenjang: 
a. PPKD melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala 

Desa; 
b. Kepala Desa melaporkan pektksanaan kegiatan Dann Desa kepada 

Bupati lewat Camat; dan 
c, Camat rneneruskan pelaksansan kegiatan Dana Desa kepada Bupati 

Pemalang Cq. Kepala Diuperrnasdes Kabupaten Pemalang dengan 
tembusan Kcpala. BPKAD Kabupaten Pemalang, berupa : 

1) Lapora.n bulanan realisasi penyerapan dan capaian ketuaran 
Dana Desa; 

2) Laporan rcalisasi penyerapan dan capaian keluatan Dana Desa 
sctiap tahap; da.n 

3) Laporan akhir realisasi penyerapnn dan capaian keluaran Dana 
Desa 

5. Laooran Perkcmbangan kegiatan Dana Deso secara transparan supaya 
dapal dikctahui masyarakat yang dipasang pada papan informa.s.i. 

6. Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kurnulatif sisa Dana 
Desa Tahun Anggaran 2015 sampai denga.n 2018 di RKO dengan 
Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020. 

K. PELAPORAN 

1. Pengelolaan 
a. uansparan, tepat waktu, tc:paJ sasaran, efektif dan efisien; dan 
b. meningkatnya partisipasi mosyarakat dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pernbangunan: 
2. Penggunaan 

a. kegiatan yang didanai Dana Desa harus sesuai dengan perencanaan 
yang tercantum dalam RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa; 

b. meningkatnya jwnlah penerima manfaal [tcrutama dari kelompok 
masyarakat miskin dan reJ'IUiJ'I~; 

c. ungginya tingkat kcswadayaan dart partisipasi masyarakat daJam 
rnendukung penggunaan Dana Desa; dan 

d. mam.pu herainergi dengan program-program Pemerintall yang ada di 
Desa. 
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BUPATI PEMALANC, 
Salinan sesuai dcngan a&linya 

KEP1\LA BACHAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN PE:MALANO 

Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun 
Anggaran 2020 ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman bagi 
Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kcpentingao yang terlibat dalam 
pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang, 

N. PENUTUP 

1. Pengawasa.n pelaksanaan kegiatan Dana Desa dilakukan oleh: 
a. pengawasan langsung yairu pengawasan dari rnasyarakat dan BPD 

berupa kritik dan saran serta taporan yang membangun; 
b. pengawasan dilakukan oleh ~parat Pemerintah yang mempunyai 

tugas dan tanggung jawalr membina yaitu Tirn F'asilitasi Kabupaten 
dan Tim Fasilitasi Kecarnatan sesuai dengan ketenruan yang 
berlaku; dan 

c. pengawasan Internal dilakukan oleh lnspektorat Kabupaten. 

2. ,Jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa, 
maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari 
Tingkat Desa. Tingkat Kecamatan dan Tingl<at Kabupaten. 

M. PENGAWASAN 

I. Laporan pertanggungiawebnn pelaksanaan kegiatan Dana Desa 
disusun Kaur Keuangan setelah bukti bukti Surat Pertanggungjawaban 
(SPj} di veriJikasi oleh Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan; 

2. Apabila dari hasil verifikasi Slj ditemukan adanya ketidaklengkapan 
bukti pengeluaran keuangan maka Kaur Keuangan wajib 
melengkapinya; 

3. Surat Pertanggungjawaban 1SPj) kegiatan Dana Oesa dibuat 2 (dua] 
rangkap untuk : 
a. Desa; dan 
b, 1'im Fasilitas! Dana Desa kecamatan. 

L. PERTANGGUNGJAWABAN 

7. Kepala Desa menyetorkan kumulaiif sisa Dana Desa tahun 
anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD ke RKUD paling 
lam bat akhir bulan Juli 2020. 
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2. Pen gad a an , pernbangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sara.na prasarana transportasi. antara lain: 
a. perahu/ketinting ha1:i Desa-desa di kepulauan dan 

kawasan DAS; 
b. tambatan perahu: 
c. dermaga apung; 
d. tambat apung (buoy); 
e. jalan pemukirnan; 
f. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; 
g. jalan poros Desai 
h. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; 
i. jembatan Desa: 
J. gorong-gorong: 
k. terminal Desa; dan 

Daftar Kegiatan Prioritas Bidang P~mbangunan Desa 
A. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemellharaan 

Sanna Praaarana Deaa 
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana Iingkungan pemukiman, antara lain: 
a. pembangunan dan, atau perbaikan rumah untuk warga 

miskin; 
b. penerangan lingkungan pemukiman; 
c. pedestrian; 
d. drainase; 
e. tandon air bersih atau penampung air hujan bersarna; 
r. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bcrsih ke 

rumah penduduk; 
g. alat pernadam kebakaran hutan dan lahan; 
h. sumur res.a.pan; 
1. selokan/saluran pembuangan air limbah ($PAL); 
j. ternpat pembuangan sarnpah; 
k. gcrobak sampah: 
I. kendaraan pengangkut sampan: 
m. mesin pengolah sampah: 
n. pembangunan ruang terbuka hijau; 
o. pembangunan bank sampah Desa; dan 
p. sarana prasarana lingkungan pemukiman lalnnya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 

LAMPIRAN II 
PERA'l'URAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR I I TAHUN 2020 
TENTANO PEDOMAN TEKNIS PENGGUNMN DANA Di<;SA DI KABUPATEN 
PEMALANO TAHUN 2020 
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2. Pcngadaan, pembangunan, pcngcmbangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana pendfdikan dan kebudayaao antara Jain: 
a. tarnan bacaan masyarakat; 
b. bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD; 
c. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung Pi\UD 

untuk PAUD HI; 
d. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; 

B. Penlngkatan Kualitas dan Akaeo terhadap Pelayanan 
SoslalDuar 
l. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana prasarana kesehatnn, antara lain: 
a. air bersih berskala Desa; 
b. jambanisasi; 
c. rnandi, cuci, kakue (MCI<); 
d. mobil/kapal motor urnuk ambulance Desa; 
e. balai pengobatan; 
f. posyandu; 
g. poskesdes/ polindes; 
h. posbindu: 
,. alat ukur panjang badan bayi (alat ukur tinggi badan untu.k 

bayi) sebagai media dcteksi dini stunting: 
J· karnpanye Desa bebas BAB Sernbarangan (BABS); dan 
k. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

4. Pengadaan, pembangunan, pcmanfaatan dan perneliharaan 
sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: 
a. jaringan internet untuk warga Dcsa; 
b. website Desa; 
c. peraJatan pengeras suara (loudspeaker); 
d. radio Single Side Band (SSB); dan 
e. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Oesa dan diputuskan dalam musyawarah Dcsa. 

3. Pe n g a d a a n , pembangunan, pengembangan dan perneliharaan, 
sarana dan prasarana cnergi, antara lain: 
a. pcmbangkit Iistrik tcnaga mikrohidro; 
b. pembangkit listrik tenaga diesel; 
c. pcmbangkit listrik tcnaga rnatahari; 
d. pembangkit listrik tcnaga angin; 
e. instalasi biogas: 
f. jaringan distribusi tenaga listrik [bukan dari PLN); dan 
g. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalarn musyawarah Desa, 

sesuai 
dalarn 

transportasi Jainnya yang 
Desa dan diputuskan 

sarana prasarana 
dengan kewenangan 
musyawarah Desa. 

I. 
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C. Pengadaan, Pembangunau, Pengembangan cla.n Pemeliharaan 
Sa.rana Praaarana Uaaha Ekonomi Deaa 
I. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemcliharaan 

sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha 
pertanian dan/atau perikanan untuk kctahanan pangan dan 
usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Dcsa 
dan/atau produk u.nggulan kawasan pcrdcsaan, antara lain: 
a. bendungan berskala kccil: 
b. pcmbangunan atau perbaikan cmbung; 
c. irigasi Desa; 
d. pencetakan lahan pertanian: 
e. kolam ikan; 
f. kapal penangkap ikan; 
g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 
h. tambak garam; 
1. kandang ternak; 
J, rnesin pakan tcmak; 
k. mesin penetas tclur; 
l. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian [saprotan); 
m. pengeringan hasil pertanian (lant.ai jemur gabah, jagung, 

kepi, coklat, dan kopra.); 
n. embung Desa; 
o, gudang pendingin (oolcl siorage\; 
p. sarana buclidaya ikan [bunih, pakan, obat, kincir dan pompa 

air); 
q. alat penangkap ikan I arna 11 lingkungan (bagan, jaring, pancing, 

dan perangkap); 

e. wahana permainan anak di PAUD; 
r. taman belajar keagamaan; 
g, sarana dan prasarant\ bermain dan kreatlfitas anek: 
h. pcmbangunan atau renovasi sarana olahraga Desa; 
1. bangunan perpustakaan Dcsa; 
j. buku/ bahan bacaan; 
k. balai pelatihanj'kegiatan belajar masyarakat; 
I. gedung sanggar scni/ruang ekonorni krcatif; 
m. film dokurnenter: 
n. peralatan kescniao dan kebudayaan; 
o. pembuatan galcri ateu museum Desa; 
p. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE\ 

tcrkait hak anak, gizi (Jan kesehatan ibu dan anak serta isu 
anak lain, kcluarga berencana dan kesehaian reproduksi di 
Desa; 

q. sarana dan prasarana pcrjalanan anak ke dan dari 
sckolah yang aman bagi anak; dan 

r. sarana prasarana pendichkan dan kebudayaan lainnya yang 
sesuai dengan kewena ngan Desa dan diputuskan dalarn 
musyawarah Desa. 
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4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain: 
a. ruang ganti dan/ atau toilet; 

lainnya yang scsuai 
diputuskan dalarn 

3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan 
dan pengembangan produk unggulan Desa dan/ a tau produk 
unggulan kawasan perdesaan. antara Jain: 
a. pasar Desa; 
b, pasar sayur; 
c. pasar hewan; 
d. lcmpat pelelangan ikan; 
c. toko online; ~ 
I, gudang barang; 
g. tern pat pemasaran ikan; dan 
h. sarana dan prasarana pernasaran 

dengan kewcnangan Des.a dan 
musyawarah Dcsa. 

2. Peogadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemellnaraan sarana 
dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dao/atau industri 
rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengernbangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 
a. rnesin jahit; 
b. peralatan bcngkcl kendaraan bermotor: 
c. mesin pcnepung ika.n; 
d. mesin pencpung ketela pohon; 
e. mesin bu but untuk rnebelcr; 
r. mes in packaging kemasan: 
g. roaster kopi; 
h. mesin pereetakan; 
1. bioskop mini; 
J. alat pengolahan basil perjkanan; 
k. docking kapal [pcrbengkelan perahu dan mesin]; dan 
I. sa rana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil 

dan/atau industri rumahan lainnyayang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam rnusyawarah Oesa. 

r. alat bantu penangkapsn ikan (rumpon dan Jampu); 
s. keramba jaring apung- 
t. keranjang ikan; 
u. alal timbang dan ukur basil tangkapan; 
v. alat produksi cs; 
w. gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan 

perikanan); 
x. tempat penjemuran ikan: dan 
y. sarana dao prasarana produksi dan pengolaban hasil 

pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam mUS) awarab Desa. 
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D. Penpdaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan 
Sarana Pra.sa.rana untuk Pelcstarian Llngkungan Ridup antara lain: 
1. Pembuaten terasering; 
2. Kolam untuk ma.ta air; 

5. Pengadaan, pembangunan, pcrnanfaatan dan pemeliharaau sarana 
dan prasarana Teknologi Tepat Ouna ('ITO] untuk kemajuan 
ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa dan/ atau produk unggulan 
kawasan pcrdesaan, antara lain: 
a. peoggilingan padi; 
b. peraut kelapa; 
c. penepung biji-bijian; 
d. pencacah pakan temak; 
e. mesin sangrai kopi; 
f. pemotong/ pengiris buah dan sayuran; 
g. pompa air; 
h, traktor mini; 
t. desalinasi air laut; 
.I· pengolahan lirnbah sampab; 
k. kolam budidaya; 
I. mesin pembuat es dari air taut (sluny ioe); dan 
m. saran A da.n prasara na lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan daJam musyawarah Desa, 

I. gapura identitaa; 
m. wahana pcrmainan anak: 
n. wahana pcrrnainan outbound; 
o. taman rekreasi; 
p. ternpat penjualan tikec; 
q. angkutan wisata; 
r. tracking wisata mangrove; 
s, pcralatan wisata $Mrkeling dan diuing; 
L papan interpretasi: 
u, sarana dan prasarana kebersihan: 
v. pernbuatan media promosi (brosur, leaflet, audio vi!lua~; 
w. inten1et comer; dan 
x. sarana dan prasarana Oesa Wisata la.innya yang sesuai dengan 

kewenangan Oesa dan diputuskan daJa.m musyawarah Desa. 

J. 
k. menara pandang (viewirr.y deck); 

kios cenderamata; 
pusat jajanan kuliner; 
tempat ibadah; 

I. 

f. 

lampu taman; 
e. pagar pembatas; 

pondok wisata (homestay); 
g. panggung kesenian/pcrtunjukan; 
h. 

c. gazebo; 
d. 

b, pergola; 



JUNAEDI 
SRI SUBYA 'TO, SH, MS.i 

Pe bina 
NIP. 19650218 199203 I 006 

Cap 
ttd 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BACIAN HUKUM BUPATI PEMALANC, 

SE1'DA KABUP. TEN PEMALANG 

F. Peng:adaan, Pembangunan. Pengembangan dan Pemellharaan 
Sarana Pra.sarana untuk Ponanggulangan Kemiskinan yang a.ntara 
lain: 
i. Rumah 1'idak La.yak Huni: 
2. Jamban Rumah Tangga; 
3. Selokan/Saluran Pembuangan Air Limbah ($PAL); 
4. Penyediaan Air Bersih; 
5. Membangun prasarana pelaiihan usaha dan keahlian kerja bagi 

warga miskin; dan 
6. Membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan 

komoditas unggulan Desa; 

E. Pengadaan, Pembanguna.n, Pengembangan clan PemeUharaan 
Sarana P-rasarana untuk Pena.nggulangan Bencana Alam dan/ a tau 
Kejadian Lua.r Blau Lalnnyn yanc mellputi: 
l. Kegiatan tanggap darurat bencana alam: 
2. Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; 
3. Pembangunan gedung pengungsian: 
4. Pembersihan Hngkungan perumahan yang terkena bencana alarn; 
5. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perurnahan yang 

terkena bencana aJam; 
6. Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desai 
7. P3K untuk bencana: 
8. Alat Pemadam Api Ringan (APARI di Desa; dan 
9. Sarana prasarana umuk penanggulangan bencana yang 

Jainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

3. Plesengan sungai: 
4. Pencegahan kebakaran huran: 
5. Pencegahan abrasi pantai 
6. ?embangunan talud; 
7. Papan informasi lingkungan hidup; 
8. Pernulihan stock ikan (restocking) lokal; 
9. Rehabilitasi kawasan mangrove; 

10. Penanaman bakau; dan 
I l . Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya 

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan dipuruskan dalam 
musyawarah Desa. 
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i. 

ketrampilan 
Anak serta 

pemantauan perturnbuhan dan penyediaan rnakanan sehat 
unruk peningkatan gizi bagi, anak sekolah dan pemberian 
Tablet 1'ambah Darah {TIO) bagi remaja; 

g. kampanye dan promosi hak-nak anak, 
pengasuhan anak dan perlindungan 
pencegahan perkawinan anak; 

h. kampanye dan promosi gerakan makan ikan; 
sosialisasi gerakan aman pangan: 
praktek atau demo pernberian makanan bagi bayi dan 
anak (PMBA). stimulasi tumbuh kemban, PHBS, clan lain lain 
di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, 
PKK, dll); 

k. pengelolaan balai pengobatan Desa; 
I. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk 

hotikultura; 
m. perawatan kesenaian dan/atau pendampingan untuk ibu 

harnil, termasuk pemeriksaan USG pada ibu hamil pada 
trisernester I, nifas dan menyusui, keluarganya dalam 
rnerawat anak dan lansia; 

n. penguatan Pcs Penyuluhan Desa (Posluhdes); 
o. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nlfas, dan 

kunjungan neonatal: 
p. pendampingan untuk pernberian imunisasi. stimulasi 

perkembangan anak. peran ayah dalam pengasuhan, ell!; 
q. sosialisasi dan kampanye imu.nis.asi; 
r. kampanye dan prornosi perilaku hidup hersih dan sehai 

(PHBSJ, germas, gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti 

;. 

r. 

Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

A. Penlnckatan Kualltas dan Aksea terhadap Pelayanan Soaial 
Dasar 
J. Pengelolaan kegiatan pelayanan keseharan masyarakat, 

anuara lain: 
a. pelatihan penge1olnan air minum; 
b. pelayanan kesehatan lingkungan; 
c. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan 

Kader Pembangunan Manusia (KPM); 
d. atar ban tu penyandang disabilitas; 
e, sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang 

ramah terhadap anak penyanda:ng disabilitas; 

DAFTAR KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

LAMPIRAN Ill 
Pf!:RA1'URAN BUPA1'1 PEMALANG 
NOMOR 11 TAHUN 2020 
TE:N1'ANG PE:DOMAN TE:KNIS PENGGUNAAN DANA DESA 01 KABUPATE:N 
PE:MALANG TAHUN 2020 
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2. Pcngelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan 
antara lain: 
a. banruan insentif guru/pembina PAUD, guru taman belaiar 

keagamaan, taman hetajar anak dan fasilitntor pusat kegiatan 
belajar masyarakat (PKBM); 

b. penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini secara 
Nolistik lntegratif(Pt\UD HI); 

c. pcnyclenggaraan ke-las pengasuhan/ parenting bagi orangtua 
anak. usia 0-2 t.ahun: 

d. pembiayaan pelatiha.n guru PAUD tentang konvcrgcnsi 
pencegahan stunting di Dcsa; 

e. pelatihan untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM); 
f. pcnyuluhan manfaat data kcpcndudukan bagi kader 

pemba.n.gunan Desa; 
g. pelatihan keterampilan pcrlindungan anak dan keterarnpilan 

kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja; 

penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit dan kelamin, 
penyakit mcnular, pcnyakit tidak mcnular dan gangguanjiwa; 

s. survei mawas diri dan surva.ilans kesehatan; 
t. sosialisasi dan promosi ketuarga berencana serta kesehatan 

reproduksi di tingkat Desa; 
u. kampanye kcpcodudukan, kcluarga bcrcncaoa dan 

pembangunan keluarga: 
v. pelatihan pcngelolaan kapasitas kelornpok Usaha 

Peningkatan Pcndapatan Kcluarga Scjahtcra (UPPKS); 
w. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan 

pengembangan ketcrampijan kelompok UPPKS berbasis era 
Digiralisasi; 

x. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang 
disabilitas: 

y. petatihan kader kesehaian masyarakat untuk gizi, kesehatan, 
air bcreih, sanitasi. pengaeuhan anak, etimulaei, pola 
konsumsi dan lainnya; 

z. pelatihan kader kesehatan desa dan Kader Pembangunan 
Manusia (KPM) unruk mcla.kukan pcndampingan dalam 
memberiASI, pembuatan makanan pendamping ASI, 
stimuJasi anak, cara menggosok gjgi? dan cue. tang·an 
pakai sabun untuk I 000 hari pcrtama kchidupan; 

aa, pelatihan kader kepenrtudukan, keluarga berencana dan 
pembangunan keluarga; 

bb. petatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak 
dan pcrJindungan Arrak: 

cc. pelatihan Kader Kcamanan Pangan Desa; 
dd. sosiahsasi keamanan pangan kepada masyarakat dan 

pelaku usaha pangan; 
ee. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan komprcsor 

dalam penangkapan ikan dan 
ff. kegiatan pengelolaan pclayanan kcschatan masyarakat 

Dcsa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
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h. pelatihan dan penyelcngaraan kursus scni budaya; 
i. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, 

olahraga dan pendidikan non formal lainnya; 
j. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pernbuatan 

dan penggunaan medla. blog dan internet (film, roro, 
tulisan, vlog, dan media lainnya] 

k. pelatihan dan l<lE tentang pencegahan perkawinan anak; 
I. pclatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan 

kekerasan pada perernpuan clan anak, termasuk tindak 
pidana perdagangan orang: 

m. bantuan pendampingru, kepada Ana.k Tidak Sekolah (ATS) 
bagi warga rniskin; 

n. pemberian bantuan pcralatan pcndidikan sebelum anak 
diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin; 

o. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari 
keluargatidak mampu minimaljcnjang pcndidikan menengah; 

p. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak 
berkebutuhan khusus; 

q. penyelenggaraan pcndidikan keluarga dan penguatan 
parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah; 

r. pelatihan menenun/ membatik dengan mcnggunakan warna 
alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri 
dan/ atau sesuai tren: 

s. pelatihan pembuatan produk/karya krcatif yang mcrupakan 
kcunikan/ kc- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan 
pasar; 

t. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern; 
u. pelatihan pcnggunaan perangkat produksi barang/jasa 

kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, 
mcsin percetakan: 

v. pclatihan kcpada peJakc..t ekonomi kreatif u.ntuk berpromosi 
baik di media online atau offtine; 

w. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat 
Desa; 

x. pelatihan cara konservasi produk/ karya kreatif bagi para 
pelaku kreatif, misalnya cara pendokumernaaien melalui 
rulisan dan visual; 

y. pelatihan pengelolaan kcuangan sederbana dalam mengakses 
permodalan baik di bank dan non-bank; 

z, pendidikan keterampilan non-formal berbasis potcnsi Desa; 
aa. pendidikan/pelatihan konservas! surnberdaya pesisir; 
bb. pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga dan 
cc. kcgiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya 

yang sesuai dengan keu enangan Desa dan diputuskan dalarn 
rnusyawarah Desa. 
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C. Pengelolaan Uaaha Ekonomi Produlrtif serta Pengelolaan Sllrana 
dan Prasarana Ekonomi 
l. Pengetolaan produksi dan hnsil produksi usaha pertanian untuk 

kctahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pcngembangan produk unggulan Desa 
dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara Jain: 
a. perbenihan tanaman pangan; 
b. pembibitan tanaman keras; 
c. pcngadaan pupuk: 
d. pembenihan ikan air tawar; 
e. pengelolaan usaha hutan Desa; 
f. pengelolaan usaha hutan sosial; 
g. pengadaan bi bit/ induk tcmak; 
b. inseminasi buatan: 

B. Pengelolun Sanna Prasarana l>eaa Berda&arkan Kemampuan 
Teknis clan Sumber Daya Lokal yang Tersedla 
I. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara Jain: 

a pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 
b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan 
c, peogeJolaan Ungkungan pcmukiman Jainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan dipurusxan dalam 
musyawarah Oesa. 

2. Pengclolaan rransportasi Desa, antara lain: 
a. pengclolaan terminal Dcsa: 
b. pengclolaan tambatan perahu; dan 
c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 

3. Pengcmbangan energi terbarukan, an tam Jain: 
a. pengoJahan lirnbah peternakan untuk energi biogas: 
b. pembuatan bioethanol da.ri ubi kayu; 
c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 
d. pcngelolaan pembangkit listrik renaga angin; 
e. pengelolaan energi ienaga matahari; 
r. pelatihan pernanfaatan cnergi tenaga matahari; dan 
g. pengembangan energi tcrbarukan tainnya yang seeuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan daJam 
musyawarah Desa. 

4. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: 
a. sistem informasi Desa; 
b. website Dcsa; 
c. radio kornunitas; 
d. fasilitasi pengelolann informasi publik di desa bagi Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa; 
e. pengelolaan sistcm irlformasi pencatatan basil tangkapan 

ikan; dan 
r. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
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r. coklat; 
s. karet; 
t. olahan ikan [nugget, bakso, kerupuk, tcrasi, ikan asap, ikan 

asin, ikan rebus dam ikan abonl; 
u. olahan ru.mput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, 

karagenan dll); 
v. olahan mangrove (bolu, unte batik, keripik, pennen, dll/; 
w. petatihan pembibit:an mangrove dan vegetasi pantai; 
x. pelatihan pembenihan lkan air tawar, payau dan laut; 
y. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan 

cemara taut); dan 
z. pengoJahan produksi dan basil produ.ksi pertnnian Jainnya 

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Dcsa. 

2. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan 
kcpada pcmbentukan dan pengembangan produk unggulan Desa 
dan/atau produk unggulan kawasan pcrdcsean, antara Jain: 
a. rneubelair kayu dan rotan; 
b. alat-alat rumah tangga: 
c. pakaian jadi/konveksi kcrajinan Langan; 
d. kain tenun: 
e. kein batik; 
f. bengkel kendaraan bermolor; 
g. pedagang di pasar; 
h. pedagang pengepul; 
i. pclatihan pengelolaan docking kapal; 
j. pelatihan pengclolaan kcmitraan usaha perik:anan tangkap; 
k. pelatihan pemasara n perikanan; dan 
I. pengelolaan jasa dan indusui kecil lainnya yang sesuai 

den,gan kewenangan Desa dan dipuruskao dalam 
musyawarah Desa, 

3. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDcsa 
Bersama, antara lain: 
a. pendirian BUMDeaa dt-1..n/at.a.u BUMDesa Bersa.ma; 
b. penycrtaan modal ElUMDesa dan/atau BUMOesa Bersama; 
c. penguatan pcrmoclalan BUMDesa dan/atau BUMDesa 

Bersama; dan 
d. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMOesa 

Bersarna lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 
diputuskan dalam rnusyawarah Desa. 

I. 

J, 
k. kerupuk; 

keripik jarnur; 
m. keripik jagung; 
n. lkan asin; 
o. abon sapi 
p. $USU sapi; 
q. kopi; 

i. pengadaan pakan ternak: 
tepung tapioka; 
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6. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ckonomi 
yang ditokuskan kepada pembentu.kan dan pengembangan 
produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan 
perdesaan, antara lain: 
a. sosialisasi TTG; 
b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes); 
c. percontohan 1'TO uruuk: 

J. produksi pertanien: 
2. pengembangan surnber energi perdesaan; 
3. pengemba.ngan sarana transportasi; 
4. pengembangan sarana komunlkasi; dan 
5. pengcmbangan jasa dan industri kecil; 

d. sosiatisasi sitcm inforrnasi pencatatan hasil tangkapan 
ikan; 

e. sosialisasi sitem Informasl cuaca dan iklirn: dan 

4. Pengembanga.n usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersarna 
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan Desa dan/ atau produk ungguJan kawasan 
perdesaan, ant.ara lain: 
a. pengelolaan hutan Desa: 
b. pengetotaan hutan adat; 
c. pengelolaan air minurn; 
d. pengelolaan pariwisaia Desa; 
e. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman dan pcrebusan]; 
f. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah 

mangrove dan wisata edukasij; 
g. pclatihan sentra pernbenihan mangrove dan vegetasi pantai; 
h. pelatihan pembenihan ikan; 
1. pclatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanao; 

dan 
J, produk unggulan lainnya yang sesuai dcagan kewenangan 

Desa diputuskan dalrun musyawarah Desa. 

5. Pembcnlukan dan pengembangan usaha ekonorni masyarakat 
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan 
perdesaan, antara lain: 
a. hutan kemasyarakatan; 
b. hutan tanamao rakyat; 
c. kernitraan kehutanan; 
d. pcmbentukan usaha ekonomi masyaro.kat; 
e. pembentukan dan pengernbangan usaha industri kccil 

dan/at.au industri rurnahan; 
r. banruan sarana produksi, distribusi dan cemasaran untuk 

usaha ekonomi masyarekar: clan 
g. pembentuka.n dan pengernbangan usaha ckonomi lainnya 

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
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F. Pemberdayaan Maoyarakat Dcaa untuk Memperkuat Tata Kelola 
Deaa yang Demokratis dan Berkeadllan Soslal 
1. Mendorong partisipasi mnsyarakat dalarn perencanaan dan 

pcmbangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh 
Desa, antara lain: 
a. pengembangan Sistcm lnformasi Desa (SLD); 
b. pengcrnbangan pusat kemasyarakatan Dcsa, rumah 

Deso. sehat dan/a.tau batai rakyat; 
c. pengembangan pusar kemasyarakatan Desa dan/ atau 

balai rakyat; dan 

£. Peleatarlan Llngkungan Hidup antara lain: 
I. Pcmbibitan pohon langka; 
2. Reboisasi; 
3. Rehabilitasi lahan gambut; 
4. Pembersihan dacrah aliran sungai: 
5. Pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai]; 
6. Pemeliharaan hutan bakau; 
7. Pelatihan rehabihtasi mangrove; 
8. Pelatihan rehabilitasi terumbu karang; 
9. Pelatihan pengolahan Jimbah; dan 
IO. K.egiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Dcsa yang 

diputuskan dalam musyawarah Dcsa, 

D. Penguatan clan Faailitaai Muyaralr:at Deaa da!am Keaiapalagaan 
Menghadapl Tanccap Darurat Benca.na aerta Kejadian Luar Biasa 
Lalnnya yang meUputl: 

1. Peeyediaan layanan inforrnasi tentang bencana; 
2. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam mcngbadapi bencana; 
3. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; 
4. Pelatihan pengenalan porcnsi bencana dan mitigasi; dan 
5. Pcnguatan kesiapsiagaao masyarakat yang lainnya scsuai 

dengan kewenangan Dcsa yang diputuskan dalarn musyn.warah 
Desa. 

7. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan 
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada. pembencukan 
dan pcngcmbangan produk unggulan Desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
a. penyediaan inforrnasi hargaj'pasar: 
b. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ckonomi masyarakat; 
c. kerjasama perdagangan antar Desa; 
d, kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan 
e. pcngelolaan pemasaran lainnya yang scsuai dcngan 

kewenangan Desa yang dipuruskan dalam musyawareh Desa. 

sesuai 
dalam 

pemanfaatan TIG lainnya yang 
Desa dan diputuskan 

pengembangan dan 
dengan kewenangan 
musyawarah Desa. 

f. 
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4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak 
kepa.da kepentingan warga miskin, warga disabilitas, 
oerempuan, anak, dan kelornpok marginal, antara lain: 
a. sosialisasi penggunaan Dana Desa; 
b. penyelenggaraan rnusyawarah kelompok warga miskin, 

warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal; 
c. pembentukan dan peogembangan Forum Anak Desa sebagai 

pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak 
di Desa, 

d, rembug stunting di Dcsa; 
e, rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari 

musrenbangdes; 
r. pelatinan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari 

musrcnbangdes; 
g, penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga 

disabilitas, perempuan, a nak, dan kelompok marginal; dan 
b. sosialisasi tcntang kcpcndudukan bagi kelompok masyarakat 

dan keluarga; 
i. pelatihan bagi kader nesa tentang gender; 

Desa yang 

pengioian sistem 
evatuasi analisis 

c. penyusunan peta aset Desa; 
d. penyusunan data untuk 

perencanaan, penganggaran, 
kemiskinan terpadu: 

e. dukungan penctapan IDM; 
f. penyusunan peta Dcsa rawa.n bencana; dan 
g. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan 

dipuruskan dalam musyawarah Desa. 

3. Menyusun pcrencanaan pembangunan Desa sesuai dengan 
prioritas, potensi, dan nilai kcarifan lokal, antara lain: 
a. pendataan potensi dan aset Desa; 
b. penyusunan proftl Desa/ data Desa; 

'2. Mengembangkan progrnr» dan kegiatan pembangunan Desa 
secara berkelanjutan dcngan mendayagunakan sumber daya 
manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain: 
a. penyusunan arah pengernbangan Desa; 
b. penyUsunan rancangan program/kegiatan pembangunan 

Desa yang berkclanjutan; 
c. penyusunan rencana pengelolaan surnber daya ikan di 

Desa; 
d. pengelolaan sistcm infonnasi pencatatan basil perikanan; 
e. peningkatan kapasitus kelompok nclayan dalam 

pengelolaan perikanau; 
r. peningkatan kapasiras aparatur pcmerintah desa; dan 
g. kcgiatan lainnya yang sesual l<ewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 

d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 
yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
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7. Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui 
pembcntukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyaralcat 
Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain: 
a. pelatihan kader / pendamping forum anak (arau kelompok 

anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan mcmfasilitasi 
anak dan pengorga.msasian. 

b. pelatihan anggota torum anak terkait hale anak, data dasar 
Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga dan isu 
anak lainnya; 

c. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga 
mlskin dan rnasyarakat marginal terhadap akses 
administrasi kependudukan dan catatan sipil; 

cl. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya 
ikan, petambak gamm, pengolah ika.n, dan pernasar ikan; dan 

e. kegiatan pendampingan masyarakat Desa Iainnya yang 
scsuai dengan kewenangan Dess dan dipuruskan da.l.a.m 
musyawarah Desa. 

Musyawarah Desa; 
b. penyelenggaraan musyawarah Desa, dan 
c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 

informasi kepada masyarakat Desa 
srraregts yang akan dibahas dalam 

a. pcnyebarluasan 
perihal hal-hal 

6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan 
kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, 
antara lain: 

j. pendataan penducluk rentan (misalnya anak dengan 
kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan dan 
sebagainya) sebagai dasar pciaksanaan kegiatan yang 
bersifat afirmasi; 

k. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif 
gender bagi fasiLitator Desa; 

I. kegiatan Ja.innya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 
diputuskan dalam rnusyawarah oesa. 

5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam 
pelaksanaan pcmbangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, 
an tara lain: 
a. pengembangan sierern administrasi keuangan dan aset 

Desa berbasis data digital; 
b. pengernbangan lapuran keuangan dan aset Desa yang 

terbuka untuk publik; 
c. pcngcmbangan slstem informasl Desa yang berbasis 

masyarakat; dan 
d. kegiatan lainnya yang scsuai dcngan kewenangan Desa yang 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 
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G. Pengembangan Kegjatan yang Dlprlorltulran untuk 
Penangglllangan Kemisldnao dibiayai Dana Desa antara lain: 
I. Pendataan anak putus sckolah dan pendampinga.n pada anak 

yang tidak sekoiah bagi warga miskin; 

8. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber 
daya manusia masyarakat Dcsa untuk pengembangan 
Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengernbangan produk unggulan Desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
a.. pelatihan usaha pertanian, pcrikanan, perkebunan, industri 

kecil dan perdagangan, 
b. pelatihan industri rurnahan: 
c. pelatihan teknologi tepat guna; 
d. pclatihan kerja den keterampilan bagi masyarakat Dcsa 

sesuai kondisi Desai 
e, pelauhan pemandu Wisata; 
f. interpretasi wisata; 
g. pelatihan Bahasa Asing; 
h. pclatihan Digitalisasi; 
1. pelatihan _pengelolaan Dcsa Wieata, 
J, pelalihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar 

wisata/ Pokdarwis; 
k. pelatihan penangkapan ikan diatas kapal; 
I. pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah 

Jingkungan; 
m. pelauhan pengemasan ikan/produk ikan; 
n. pelatihan tcknik pcmasaran onLine; 
o. pe1atihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan 
p. kcgiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung 

pembentukan dan pcngcmbangan produk unggulan Desa 
dan/ atau produk unggulan kawasan perdcsaan yang sescai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
rnusyawarah Desa. 

9. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dart pembangunan Desa yang dilakukan 
secara partisipauf oleh masyarakat Desa, antara lain: 
a. pemantauan beroasie komunitas; 
b. audit berbasis komunitas; 
c. pengernbangan unit penga.duan di Desa; 
d. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk 

penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; 
e. pengembangan kap1-1s\ms paralegal Desa; 
f. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk 

pertanggungjawaban dan serah terima basil pemoangunan 
Desa; dan 

g. kegiatan lainnya yang sesuai dcngan kewenangan Desa yang 
diputuskan dalam musyn.wa.rah Desa. 
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BUPATl PEMAL.I\NO, 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAOIAN HUKU~I 
SETDA KABUPATEN PEMAL~NG 

2. Pemanrauan perturnbuhan dan penyediaan makanan sehat 
untuk peningkatan giai hagi balita gizi buruk; 

3. Fasilitasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi 
warga miskin dan rentan; 

4. Peningkatan kapasitas mA$yarakat yang menunjang penguatan 
ekonomi produktif. 

1 I 

• ~ 



FORM. I 

.......................... . 
2 . . . 
3. . . 

. ........•.................. l .. 

Kepa la Desa .. Wakil Peserta Musyawarah 

Demikian Serita Acara Musyawarah Dcsa ini dibuat dalam rangkap 
secukupnya untuk dapat dipergunakan scpcrlunya. 

2. Susunan keanggotaan Tim Pelsksana Kegiatan selanjutnya 
ditetapkan dengan Kepurusan Kepala Desa. 

3 ,.,.,-,,, . 
2. . . . . . . . . . . .• . . . . . 
: I . . ·~. 

Sekreraris 
Anggota 

Pad a hari ini .. .. . . tanggal . . .. .. .. .. . .. . .•. bulan . 
tahun , berrempat di............. telah dilaksanakan 
musyawarah desa dalam rangka pembentukan Tim Pelaksana 
Kcgiatan Desa. Kecamatan . 
Kabupaten i>,,malang yang dih>\diri oleh Kepa!a Desa beserta 
Perangkat Dcsa, wakil masyarakar dan unsur lain yang terkait 
dengan pelaksanaan kegiatan , 
sebagaimana tercanturn datam daftar hadir terlarnpir, dcngan hasil 
sebagai berikut : 

I. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa dcngan 
susunan kcanggotaan sebagai berikut : 
Ketua . 

Nomor : . 
SERITA ACARA MUSYAWARAH DESA 

CONTOH F'ORMAT BERlTA ACARA MUSYAWARAH DESA 



Dalam melaksanalrnn tugasnya, Tim Pelaksana. Kegiatan 
sebagaimana Diktum KESATU Keputusan in.i bertanggung 
jawab kepada Kepa!a Desa. 

Tim Pelaksana Kegratan sebagaimana dimaksud dikrum 
KESATU Keputusan mi mempunyai tugas pokok dan 
wewenang sebagai beruo,u : 
a. menyusun dan rnenetapkan rencana pelaksanaan 

Pengadaan Barang/ Jasa; 
b. metaksanakan pemilihan dan menetapkan pcnyedia 

Barang/ Jasa; 
c. melaporkan pelaksanaan/ penyetesaian pengadaan 

barang/ jasa kepada Kepala Desa tewat PPKI); 
d. menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada 

Kcpala Desa Jew11L PPKO dcngan Berit.a Acara Penyerahan: 
e. mcnyimpan dan mcnjaga keutuhan scluruh dokumen 

pclaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa. 

KEPUTUSAN KEPAL'- DESA KECAMATAN . 
KJ\J3UPATEN PE:MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM 
PELAK.SANA KEGlA'rAN DESA KECAMATAN . 
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020. 

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Kecamatan 
.. Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum daJarn 
Lampiran Keputusar .. ini unruk paket pekerjaan . 

MEMUTUSKAN : 

9. Peraturan Menteri Dcsa, Pcmbangunan Dacrah Tcrtinggal 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2019 tenrang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tabun 
2020; 

10. Peraruran Menteri Kc·uangan Nomor 205/PMK.07 /2019 
ten\&ng Pengelolaen Oana Deea; 

1 I. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemcrintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pengadaan flarang/Jasa di Desa; 

12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedornan Pcngclolaan Kcuangan Dcsa scbagaimana telab 
diubah bcberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 
Nomor 97 Tahun 2019 ten tang Peru bah an Kedua Atas 
Peraturan Bupati Pcrnalang Nomor 38 Tahun 20 l 8 ten tang 
Pedornan Pengelolaan Keuangaa Desa; 

13. Peraturan Desa Nomor Tahun 2018 ten tang 
Rencana Kerja Pemerlnlah Desa 'fahun Anggaran 2020; 

14. Peraturan Desa Nomor Tahun 2020 
lcntang Penclapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2020: 

KEEMPAT 

KE.Tl GA 

KEDUA 

KESATU 

Menetapkan 



-, 

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ' . 

KE.PA.L..\ DESA , . 

Duetapkan di . 
Pada tangg"I 2020 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Segala biaya yang rirnbul sebagai akibat ditetapkannya 
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanjs Desa J<ecamatan Kabupaten 
Pemalang Tabun Anggarnn 2020. 

KEEN AM 

KE-LIMA 



............... " .. 

KEPALA DESA ...........•.•...•........... , 

NO NAMA KEDUDU!v,N DALAM KEDUDUKAN DALAM 
DINAS TIM 

I Ketua 

2 Sekretaris 

3 Anggota 

SUSUNAN KEANGCOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK} DESA . 
KECAMATAN ............• l<ABUPATEN PEMAJ..ANG 

TAHUN ANGGARAN 2020 

LAMPI RAN 
KEPUTUSAN KEPALA DESA . 
NOMOR : / /TAHUN 2020 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEOIATAN DESA . 
Kt,CAMATAN KABUPATEN PEMALANG 



Tembusan: 
Kepala Dinpermasdc-s Kabupaten Pemalang 

Kepala Oesa ..... ~···············~ 

Demikian atas dikabu1kannya pcrmohonan mi, karni ucapkan terima kaeih. 

l. Berita Acara ha.sil veriflkaei dokumen berkas pcrmohonan penyaluran Dana Desa 
2 rongkap; 

2. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa r 3 rangkap ); 
3. Lembar kcnfirmaai pc-nerimaan penyaluran Dana Dcsa (3 rangkap l. 1 lcmbar 

bcrmeterai Rp.6.000,-; 
4. Pcrdcs A.PBDesa Tahun 2020: 
5. Surat Pemyataan KepaJa Dcsa tentnng Penggunaan Dana Desa 'fa.hap I, ll clan Ill 

Tahun 2019. 

Sebagai kelcngkapan administrasi bersama ir ,i kam.i lampirka.n : 

bersama ini kami mcngaju..kan permohonau penyaluran Dana Deea Tahap I (seru) 
unruk Desa Kecamatan Kabupaten PcmaJang 
Tahun Anggaran 2020. 

Kcpala Desa... ... . .. ... .•..•. ... ... Kecamatan •....... ,., ....... 
Kabupaten Pemalang 

Na.ma 
.Jabetan : 

Oenga.n hormar, 
Saya yang bertanda tangan dl bawah ini : 

Kepada Yth, 
Kepala KPPN selaku 
KPA Penyaluran OAK Fis.ik dan Dana Desa 

Pennohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I (satul 

Nomor 
Lampitao 
Perihal 

Pernalang, 2020 

KECAMAT/\N 
DESA 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

FORM. m 



Tcmbusan : 
Kepala Dinpermasdee Kabupateo PemaJaug 

.. . . . . ... . . . ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Kepala Desa . 

J. Serita Acara hasil verifikasi dokumen berkas pennohonan penyalu.ran Dana Desa 
2 rangkap; 

2. Fotocopy BuJru Rckening Kas Desa ( 3 ra.ngkap ); 
3. Lembar konfirmn.si pcnerimaan penyaluran Dana. Des.a (3 rangkap ), 1 lembar 

bermeteral Rp.6.000.-; 
4, Surat Pernyataan Kepala Oesa tentang Pcnggunaa.n Dana Desa Tahap I 'Tabun '2020. 

Demikian aras dikabulkannya permohonun mi. kami ue:apka.n terima kaeih. 

Sebagai ketengkapan administrasi bersama ini kami lamplrkan : 

beraarna ini kami mengajukan permohonau penyaluran Dana Desa Tahap II (dua) 
untuk Del!J.8. .. , . Kecamnlan .. . .. .. Ka bu paten Pemalang 
Tahun Anggara.n 2020. 

Ja,ba.tan : KepaJa C>esa....... .•...•.. .•...... Keca.matan . 
Kabupaien Pemalang 

Narna 

Dengan hormar, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Kepada Yth, 
Kepala KPPN selaku 
KPA Penyaluran OAK Fisik dan Dana Des.a 

Permohcnan Penyaiuran Oamt Deaa Tuhap IT (dual 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

Pemalaog, 2020 

KECAMATAN 
DESA 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

FORM. IV 



Tcmbusan : 
Kepala Dinpermaedes Kabupaten Pemateng 

. .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

Kepafa Desa .•...................• 

Sebagai kclengkapan admlnistrasi bersarna Uli kami lampirkan : 

L. Berica Aca.ra hasil verifikaei dokumen berkas perrnohonan penyaluran Dana Desa 
2 rangkap; 

2. Potocopy Buku Rekening Kas Desa ( 3 rungkap l: 
3. Lembar konfinnasi penerimaan penyaluran Dana Oesa (3 rangkap ), l Iembar 

benneterai Rp.6.000,-; 
4. Sura( Pcrnyataan Kc:pala Oesa tentang Penggunaan Dana Deae Tahap U Ta.hun 2020~ 
5. La.poran konvergensi stunting tahun 2019 

l:k;m.ikian atas di.ka'oulkannya permobonan mi, kami ucapkan terima kasih. 

beraama ini kamj mengejukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap m (tiga) 
untuk Desa Kecamatan Kabupaten Pemaleng 
Tahun Anggaran 2020. 

Kec-ama.tan . Jabatan : Kepa\a Desa, . 
Kabupatcn Pcmalang 

Nama 

Dengan hcrmat, 
Saya yang bcrtanda tangan di bawah ini : 

Kepada Yth, 
Kepala KPPN selaku 
KPA PenyaJuran OAK Fisik dan Dana Desa 

Pcrmohonan Pcnyaluran Dann Oe"11 Tahap Ill (tiga) 

No mot 
Larnpiran 
Peri ha] 

Pemalang, 2020 

KECAMATAN 
DESA 

PEMERJNTAH KABUPATEN PEMAI..ANO 

FORK. V 
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Tembusan : 
Kcpala Dinoermasdes Kabuoatcn Pcrnalana 

... . .. . ". 

Kepala Desa . 

l , Surat Permohouan Penyaluran Dana l)P;S.:1. Tahap I; 
2. Potocopy APB Desa Tahun 2020 ( I buku ); 
3. Rencana Penggunaan Dana 100%. Tahap J (40%], Tahap II (40%) dan Tahap m (20%1 

(2 rangkap); 
4. l'otocopy Buku Rekening Kas Desa ( 5 rangkap ): 
5. Lcmba.r kcmfirmasi penerimaan penyaJuran Dana Desa [rangkep SJ. I lembar 

bermctcrai Rp.6.000,~; 
6. Pakta lntegritas Kepala Desa (2 rongkap), I lcmbar bcrmcterai Rp. 6.000.-; 
7. Surat Pernyataan tanggungjBwab muuak (2 rangkap). I lcmbar bennct.crai Rp. 6.000, .. 
8. Su.rat pcrnyataan Kepale Dess ten tang pcngguna.an 00 Tabap J. U dan 111 Tahun '2019. 

Ocmikian atas dikabutkannya permohona.n ini. kami ucapkan terima kasih. 

bersama mi kam.i mengajukan permohona.n verulkasi persyaratan penyaJuran Dana Oesa 
Tahap I [saru] unruk Desa Kecamatan ......................• Kabupaten 
Pemalang Tahun Anggaran 2020. 
Sebagai kelengkapa.n a.dministrasi bersama ini karu.i lampirkan : 

Jabatan : Kepala Desa................... xccemeten . 
Kabupaien Pemala.ng 

Nama 

Dcngan hormat. 
Sa.ya yang bertanda tangan di bawah ini : 

di . 
Camat . 
Kepada Ytb, 

Pcrmohonan verifikasi persyaratan penyaluran Dana Dess Tabap I 

Nomor 
l .. ampiran 
Perihal 

Pemalang, '2020 

KECAMATAN 
DESA 

PEMERINTAH KABUPATE:N PEMALANG 

FORM. vm 



( ) t ) 

Kcpala Desa .. 
Mc:ngc:tnhui : 
Ketua Bl'D 

Oemikian Serita Acara ini dlbuat umuk dapat dipcrgunakan sebagaimana mestinya. 

( ) 
:.Rp . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ' . 1. Jenis Kegiatan 
2. Besarnya Biaya 

Dialihkan I diru.bah menjadi: 

( ) 
: Rp . 

I. denis Kcgiatan 
2. Bc.arnya Biaya 

Pada hari ini tanggal telab melaksanakan musyewarah 
unruk pengalihan / perubahan kegiatan yang ctibiayai dengan Dana Desa Tahun 2020, 
adapun kcputusan musyawa.ra.h sebagei berikut : 

:Pemalang 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desa 

Kecamatan 
Kabupaten 

Nomor : . 

DERITA ACJ\M l'~.9-M.IJW'! I P,El!QJIAHAI'( KEQIATAH 

PROGRAM 1<£01.~TAII DANA OESA 
KABUPATE:N PE:MALANG TAHUN ANOGARAN 2020 

FORM: IX 



••••o, N, ~,,-,. 

Rp. 6.000.- 

Materai 

Kepala Desa. •....................•. 

................... , ············ 2020 

Apabila te.rnyata saya melanggar ketentuan yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, 
saya bersedia mencrima sanksi sesuai hukum y:\ng berlaku . 

Dengan ini mcnyatakan bahwa saya akan i><:rtnnggung jawab penub terhadap pelaksanaan 
kegiatan dan penggunean Dana Desa (DDJ 'l'ahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketcntuan 
yang berlaku. 

Kcpala Dcsa Kecamatan Kabupatcn Pemalang 
Nama 
Jabal!ln 

Kami yang bertanda tengan di bawah ini : 

Nomor : .. . . . , , 

SURAT PERNYATMN TANC:GUNG JAW AB MU1'LAK 

PENGGUNP.AN IJANA DESA 

DESA . 

PEMERlNTAH KABUPATEN PEMALANG 

KECAMATAN . 

Formal Surat Pernyataan Tanggung .Jawub M utlak Penggunaan Dana Desa 

FORM: X 



........................... , 

Rp. 6.000,- 

Yang menyatalcan 
~--__:; 

·········~········ ············ 2020 

bahwa dalarn rangka untuk melaksanakan kegiatan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2020, dengan ini menyatakan babwa : 

l. Tidak akan rnelakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 
2. Scnantiasa mentaati dan rnclaksanakan kegiatan Dana Desa sesuai 

dcngan ketentuan yang berlaku: 
3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kcgiatan Dana Desa Tahun 

Anggara.n 2020: 
q_ Apabila rernyata mclanggar keteuruan yang dinyatakan dalam PAKT/\ 

INTEC}RJTAS ini, bersedia menerirna sanksi sesuai hukum yang bertaku. 

: Kepala Desa ...•....... Kccamatan Kabupatcn Pcmalang 
Nama 
.Jabatan 

Kam.i yang bertanda tangan di bawah mi : 

Nomor: . 
PAKTA INTEORITAS 

DESA . 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
KECAMATAN . 

FORM: Xl 



0 z 



Tcmbusan: 
Kepa1a Dinpermasdes Kabupaten Pemmang 

. .. . .. . . . .... ... .. . . .. .. ... . ... . . ... . .. . 

Ke pal a Dcsa .....••.••............ 

Sebaga.i kdengkapan adminlstras] bersama inf kruni lam.pirko.n : 

1. Surat Permohonan Pcnnohonan Dana Dcsa Tahap fl; 
'2. Fotocopy Buku Rckening Ka.$ Desa { 5 rangkap ); 
3. Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran fJana Desa (rangkep 5), l lembar 

bermererai Rp.6.000,-; 
4. Surat pernyaraan Kepala Desa tcntang penggunaen OD Tahap 1 Ta.bun 2020; 

Demikian ates pc;rhatian dan kerjasa.rnanyH kami ucapkan terima kasih. 

bersama ini kami mengajukan permohona.o verifikasi pcrsyararan penyalumn Dana 
Dcsa Tahap n (dual untuk Oc~ Kcca.matan .. 
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020. 

.Jabaran : Kepala l)csa... .•. .. Kecamatan . 
Kabupatcu Pemalang 

Nama 

Dengan hcrmar, 
Say a yang bertanda tangan di bawah ini : 

di .. 

Kepada Yih, 
Camat . 

Permohonan verifikasi persyaratan penyaluran Dana Desa 'f'ahap 11 

Nomor 
Lampiran 
Perihol 

Pemalang 2020 

DESA 

PEMERJNTAH KABUPA'rEN PEMALANG 
KECAMATAN 

FORM:XDJ 
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Tcmbusan : 
Kepala Dinpermasdes Kabueeten Pemalana 

.. . .. . .. . ... .. ..... .. . .. . .. . .. . .. . ..... .. 

Kepala Desa . 

Demikian atas dikabulkannya pcrmohonan ini, kami ucapkan tetitna kaaih. 

1. Surat Permohonan Penya.Juran Dana Desa Tahap 111; 
2. Pot<><:opy Buku Rekening Kas Desn ( 5 rangkap ); 
3. Lembar konfirmasi penertmaan pcnyaluran Dana Dess. (rangkap 5), t (satu) 

lembar bermeterai Rp.6.000.-; 
4. Surat pernyataan Kepala Oesa tentang penggunaan DD Tahap JJ Tahun 2020; 
5. Laporan konvergensi stunting tahun 2019. 

Sebagai kelengkapan administraei bersama ini kruni Jampirkan : 

Bersama ini kami mcngajukan permchnnan verifikaai persyaratan penyaluran 
Dana Desa Tahap Ill (tiga) untuk Desa Kecamatan 
....................... Kaoupaien PcmaJa.ng'1'ahun Anggo.ran 2020. 

Kepala Oesa,.......... Kecamatan . 
Kabupaten PcmaJa.ng 

Nama 
Jabat.an 

Dcngan hormat, 
Saya yang bertanda tangan di bawah iui 

di .. 
Camat .. 
Kepada Yth, 

Pcrmohonan verifikasi persyaratan penyalura..n Dana Desa Tahap Ill 
: . Nomor 

Lampiran 
Peri.ha] 

Pcmalang, 2020 

DESA 

PEMERINTAH KABlJPATEN PEMALANG 
KECAMATAN: 

FORM, XV 
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.. .. 

................................... 
Tcmbus.."Ul: 
Dis.ampR.ikan Kepada Yth ; 
J. 
2. 
3. 

NIP. 
... . 

Camat . 

Oemikia,n untuk menjadtkan m.aklum, alas kerjas.a.manya. 
diucapkan terima kasih. 

Berdasarkan Peraturan B, 1pnl, Pcmalang Nomor .. Tahun 2020 
tentang Pt:duman Teknis Penggunaan Dana Dcsa di Kabupaten 
Pemalang Tahun 2020, diberitnhukan dengan hormat bahwa serelah 
dilakukan vcrifikasi mengenai ke-Je.ngk...1.pan berkas administrasi 
persyareten pcngajuan penyaluran Dana Desa Kecamatao 
........... Kabupatcn Pemaleng oloh Tim Fasilitaai Dana Desa Kccamatan 
maka dioyatakan bahwa : 
1. Sudah memenuhi pcrayeraten dun kelengkapan administrasi. 
2. PPKD Dana Desa teJah slap melaksanakan kegiaten Dana Desa 

Tahun 2020 Tahap I. 
3. Layak menerima penyaluran Dana Desa Ta.hun 2020 Tahap 1. 

Schubungan dengan hat tersebut dlatas, permohonan pc:nyalura:n 
Dana Ocsa Kecamaum Kabupaten Penudang untuk dapat 
ditindaklanjur! da.n bersama ini dilarnplrkan : 
1. Serita Acara has.ii vcrifikas> dokumen berkas permohonan 

pcnyaluran Dana Oesa Tahap I 1'ahun 2020: 
2. Rcncana Penggunaan Dana 100 %, Rencana Penggunaan Dana 

Tahap I, U dan Ill yang sudah ditandarnngani Sekdes dan Kepala 
Desa: 

3. Pakta lntegritas Kepala De"" (Z rangkap]: 
4. Su.rat pernyaiaan tanggungjawab muLlak (2 rangkap): 
5. Surat pemyataan Kepala Desa tentang pcnggunaan DD Ta.hap Lll 

dan Ill Tahun 2019; 
6. l'olocopy buku Rekening Kas oesa (4 rangkap): 
7. Lemba.r konfirmasl penerirnaan _penyalura,n Dana. Desa 4 (empatJ 

lc:mbar asti dan I (saru] lembar bermeterai Rp. 6.000,·. 

PEMALANG 

Kepada Ylh, 
Bu pati Perna.tang 
Cq. Kepala Dinpermasdes 
Kabupaten PemaJang 
Di- 

Rekomendasi Penyaluran Dan.a 
Desa Tahun 2020 T ahap I 

Nomor 
l...ampiran: 
Perihal 

................ 2020 

PEMl::RIITTAH \;I\BUPATEN PEMALANG 
KECAMATAN . 

FORM:XVD 



3 . 
2 . 
1 .. 

Ternbusan: 
Disrunpalkan Kcpada Yth ; 

NIP. 
............. , 1 

Carnal . 

Oemikian untuk mt:njadikan maklum, atas kcrjasamanya diucapkan terima kasih. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemaleng Nomor .. Tabun 2020 tentang 
Pedornan Teknis Penggunaan Dana Desa clJ Kabupaten Pemalang Tahun 2020, 
diberita.hukan dcngan hormat bahwa eetelah dilakuka.n vcrifikasi mcngeoai 
kelengkapan berkas adruinistrasi persyaraian pengajua.n penyaluran Dana Desa 
........ Kecamatrm Kabupaten Pemalang oleh Tim Fasilitasi Dana Desa 
Kecarnatan maka dinyata.kan banwa : 
l. Sudah mcmenuhi persyaratan dan kelengkapan a.dm.inistrasi. 
2. PPKD 1.elah aiap melaksanakan kegiatan Dana Oesa Tahun 2020 Ta.hap II. 
3. Laynk menerima penyaJuran Dana Desa Tahun 2020 Tuhap IL 

Sehubungan dengan hal tersebut dratae. permohonan penyaluran Dana Desa 
........ Kccamatan Kabupaten Pcmalang untuk dapat d.itjndaklanjuti daa 
bersama .ini dilampirkan : 

l. Serita Acara hasil verifikasi dokumen berkas pennohonan penyaJu.tAA Dana 
DeAA Ta.hap II Tahun 2020; 

2. Surer pernyataan Kepaln Desa te.ntang penggunaan DO Tahap I Tahun 2020; 
3. Fotocopy buku Rekening Kas Desa (4 rangkap]: 
4. Lembar konfirmasi penerimaan pcnynluran Dana Desa 4 tcmpat] lembar asli dan 

l fsatu) lembar bermeteral Rp. 6.000,-: 

PEMALANO 

Lampiran : . 
Perihal Rckomcndasi Penyaluran Dena 

Ocsa Tahun 2020 Tohap LI 

.. , 2020 

Kepada Yth, 
Bupati Pcmalang 
Cq. Kepala Dinpermasdes 
Kabu paten Pemalang 
Di- 

. . . Nomor 

KECAMATA~ ... 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

!!ORJI, XVUI 



Tembusan: 
Oisampaik.an Kepa.da Yth ~ 
I. . . 
2. .. " . 
3. . . 

.... ,, •• , ,1tl"' 

NIP. 

Camat . 

Serdasarkan Peraturan Bupati Pcmalang Nomor .. Tahun 2020 tentang 
Pedoman Tcknis Pcnggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Talmo 2020, 
dlberitahukan dengan hormat bahwa seteloh dilakuk.an vcrifikasi mengcnai 
kelengkapan berkas administrasi pcrsyaratan pengajuan penyaluran Dana Desa 
........ Kecamatan Kabupatcn PemaJ.ang oleh Tim Fttsilitasi Dana Des.a 
Kecamatan maka dinyataka.n bahwa : 
L Sudah memenubi perayaratan dan kelengkapan adtninist:rasi. 
2. PPKD telah siap molaksanakan kegiatan Dana Desa Tahun 2020 Tabap m. 
3. L&yak menerima. penyaluran Dana Desa Ta.bun 2020 Tahap Lll. 

Sehubungan dengan hal tersebut dietas. permohonan penyaluran Dana Desa 
........ Kecamatan Kabupa.ten Pcmnlang untuk dapai clitindaklanjuti dan 
bersarna ini dilampirkan : 
I. Berita Acara basil verifikaei dokumcn berkas pennohonan pcnyaluran Dana 

Dcsa 1'tahap Ill Tahun 2020; 
2. Sural pemyataan Kepala Oesa tentang pcnggunaan DD Tahap II Tahun 2020; 
3. Potoccpy buku 'Rckening Kas Desa (4 nmg)c:ap); 
4. Lcmba..r koofirmasi penerimaan penyaJnran Dana Desa 4 (empat) lembar asli dan 

I (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-: 
5. Lapcran konvergensi stunting 'Tahun 20 19. 

Demikian untuk menjadikan rnaklum.ataa kerjasamanya diucapkan terima kasth. 

PEMALANG 

Kepada Ylh, 
Bupati Pcmalang 
Cq. Kepala Dinpcrmasdcs 
Kabupa.teo Pemalang 
Di- 

Nomor . 
Lampiran : . 
Perihal : Rckomcndasi Pen_yaluran Dana 

Deso Tahun 2020 Tahap Ill 

................ , ··············•············· 2020 

KECAMATAN 
PEMERlNTAH KABUPATEN PEMALANG 

FORM: XlX 



................................. 

Rp. 6.000,- 

Kepala Desa .. 

. tanggal . 

. . . " . 

. . . ..........•............................ 

. . . Nomor Rekening 
Nama Rekening 
Nama Bank 

Dana tersebur telab diterima pada : 

TAHAP TANGOAL DITERIMA JUMLAH TERBILANO 
(dengan huruf) 

Oengan Rincian 

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kabupaten 

Tclah tcrima dari : Kcpala Kantor Pelayanun Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK 
Fis\k dart Dana Desa 

PEMERJNTAH K,\BUPATEN PEMALANG 
KECAJl'IATAN . 

DESA . 

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMMN PENYALURAN DANA DESA 01 REKENING KAS DESA 

FORM: XX 
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jAf,;.£1, 5,, PENGGUNAAN DANA DE.SA DAL.AM PtNCt:GAHAN srusnso - 
NO BIDANG/KEGIATAN TOTAL AL'OK.'51 DANA KECIATAN KHUSUS PENCEXlAH.V< STUNTING 

ALOK."81 DANA % iJ>ERSEN\ 
I BIDANG PEMIJANGUNAN DESA 
2 BIOMU P£1,(!!SR0A1MN M.ISYAR.\.ICAT 

TAOE.l 4. TINGKA.1 k0NVIRGENS1 DESA 

NO SASARAN JUMlAM ltJDl.<ATOR 
YANG OITERIMA SCitAAUSNYA DITERJMA nNGJCAT KONVERGENSI 

l IBU HAMIL 
2 /\MAK 0.2l &U\.AN 

TOTAL T!NGkAT XONV£AG£NSI OESA 

T'ABBL. 3 KELENOK/1.PAN KONVEROENSI PAK&T l,1,Y!,Nt-N Pf:,r-.CEOAJ-t\N S'l'UNTINO BAGI J.O<lO trPK 

SASAMA.N JNl)llv\TOf' JUMIAH % 
I P£RJK~A 4 KAU S€UMA KEHAMll...l\1' 
2 MEKDAPA1' DAU MEMINUM l'JL PB SEU.MA ,--C, Ht\RI 
3 mu BERSAI.IN MENOAPAT I.AYAK!\N PLM£Rlr.SA.<\N NIFAS 3 KAI.I 

11:tV HAMIL 4 MENOl'Kt.m XONSBLINO 0-IZl/li.ELAS IIIU Ml~IMAI, 4 KAlJ 
b l~U HAMIL (Kf...K/Ri-Sl'II MJ-;.NUAPA'I' KUI\.J\, '-l11\N ktJMAH SUJANAH 
6 RUMAH TANGGA mu HAMIL MEMIUKJ A .. Sr.:s AJR t.UNUM AMAN 
7 RUMAH TANO(V,JBU HAMIL M£MLUKI ,IAMUAN U.Yi\K 

• ME!MIUKJ JAMI NAN KESEI-IATAN 
I ANAK USIA< 12 OUI.J\N M£NDhPAT IML NISA!-;f OA..<;AR 1.EN'OKAP 

• DITIMSANG BF;R/\1" EMOAN RlM'lN St;rJAI' BL !AN 
3 OIU-KUR PANJANC/TI.NCGI BADAN 2 K,\l,I O,'\lAM SE:TAIIUN 

' ORANG 1'UA/f'E/IIGASUH MENGIKU''I l(QNSEUNO GlZl DULANAN .l,,\K1+L-\KJ TCYl'AL 
ANAK USIA 
O·Z,l OUl.AN 5 K'UNJUN'GAN RUMAl-i fJAGf M'I\K 0121 rJURX/KUR.A.KO/STU-~"TlNO 
(0-2:TAHUN) • RUMAJI TANG(U ANAK ~2 TH Mt:MIUKI AK,;;;1-'$ AIR MlNUM AMAN 

7 RU MAH TA.NOGA N'AK 0·2 TII MEMIIJ!U .J,\\19.M' 1../1.YAK 
8 ANAK 0·2 Tl-I ,JAMI NA~ KESEHATAN 
9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA lJ\IIIR 
10 ORA~'G TVMP6N0ASUM M~NOHWTI PAJ<F,.~flNO BUI.ANAN (PAVO) 

AN'AK 
,'J.() 1'AHUN I A.NAK >2-6 TA.HUN Af...'TIY OALAM KJ:G1AT1\N PAUO Ml.N'IMAI. 80 ~ 

JUMLAH TOTAL lilJAU KUNlNO ME RAH 
SASARAN ANAK USIA 0-23 

[NORMA LI RESISO STUlll'INOI (fERINDIKASI STUNTING! BULAN 

JUMLAH 

TAB EL 2 HASIL PENOUKURAN TIKAR PERTUMBUH. IN [DETEKSI DINI STUNTING) 

• 
JUMlAH T01'AL IBU f-lA.~IL ANAIC 0-23 13VLA.N 

~SARAN RUMA.Ji TANGGA 'TO'J'At. X£h./fil:'s.fJ 1'0TA1 
O'Jlt KURANO/ 

1.000 IIPK GIZI BURUK/STUITTING 
JUMLAH 

TABEL l JUMWI SASARAN I 000 HPK (18U HAMlt 0,\N A \AK 0·13 HUI.AN 

KECAMATAN 
TAHON 

KABUPATEN : 
DESA 

LAPORAl'I' KONVF.RGf:NSI PENC.JoX',AHA \ :-..-nJNTINO 1'1NOKA1' DE!SA 
TERMAOAP SA$.ARAN U)OU HANl l'Ef<rAMA KE.HlDUPAN (HPK) 

FORM .XXU 



ti M 

" - 
" " if N .. - " 
i ] - - :, 
Q 

!~ i' 0 
~ l:! ,5 - 

~ 
~~ ~ ~3 OI 

o~ 

< j GO "' 1ii 

1ii 
~ ~ If; ~ § 

~ &- ~ 0 

~ 

<~ 
~~ ~ 
"~ !: - 
!el!; ~~ 
35 • 
~o 



- 
N 
0 

"' "' "' 

0 
~ 
5 .., 

'--~--'-'-~~~~~~~~~~- 

• 

n - 

·~ - 
~ - 


